
 

 

i 

 

STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN 

PARA PIHAK PERKARA PERCERAIAN 

DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA 

 

 

 

TESIS 

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  

Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

LAILA ISTIADAH 

NIM. 2010140114 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA 

PASCASARJANA 

PRODI  MAGISTER HUKUM KELUARGA 

1443 H/2022 M 

 



 

 

ii 

 

NOTA DINAS



 

 

iii 

 

PERSETUJUAN TESIS



 

 

iv 

 

PENGESAHAN TESIS 



 

 

v 

 

ABSTRAK 

 
Laila Istiadah. 2022. Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para 

Pihak Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya 

Perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak dalam penyelesaian 

perkara di Pengadilan melalui mediasi. Dalam melakukan mediasi, berbagai upaya 

yang dilakukan seorang mediator untuk mendamaikan para pihak. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam mendamaikan para 

pihak. Fokus penelitian ini adalah: (1) Proses mediasi di Pengadilan Agama 

Palangka Raya. (2) Faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka 

Raya. (3) Strategi hakim mediator mendamaikan para pihak pada perkara 

perceraian.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Adapun penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Subjek dan informan penelitian 

berjumlah delapan orang yang terdiri dari hakim mediator, ketua, wakil serta para 

pihak yang pernah mediasi. 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) proses mediasi di Pengadilan 

Agama Palangka Raya terdiri dari dua bagian, pertama pelaksanaan mediasi 

dilakukan dua sampai tiga kali pertemuan, kedua selama mediasi berlangsung, 

kuasa hukum dari para pihak tidak diperkenankan ikut proses mediasi (2) Faktor 

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya antara lain: faktor para 

pihak, faktor psikologis, faktor penegak hukum (hakim mediator) dan faktor 

budaya. Sinergitas antara faktor penegak hukum (hakim mediator) dengan faktor 

budaya merupakan kunci keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka 

Raya. (3) Ada beberapa strategi yang dipakai oleh hakim mediator Pengadilan 

Agama Palangka Raya dalam mendamaikan para pihak, antara lain, strategi 

mengenal para pihak, pembawaan santai, serta penggunaan bahasa lokal. 

 

Kata Kunci: Perdamaian, Hakim Mediator, Strategi 
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ABSTRACT 

 
Laila Istiada. 2022. Strategies of Mediator Judges in Reconciling the Parties to 

Divorce Cases at the Palangka Raya Religious Court 

Peace is the hope of all parties in resolving cases in court through 

mediation. In conducting mediation, various efforts are made by a mediator to 

reconcile the parties. This study aims to determine the strategy of the mediator 

judge in reconciling the parties. The focus of this research are: (1) The mediation 

process at the Religious Courts of Palangka Raya. (2) The success factor of 

mediation at the Palangka Raya Religious Court. (3) The strategy of the mediator 

judge to reconcile the parties in the divorce case. 

This research is a descriptive field research. Meanwhile, this type of 

research is juridical-empirical research. This research uses a qualitative method 

with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach with data 

collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. 

The research subjects and informants were eight people consisting of the mediator 

judge, chairperson, deputy and the parties who had mediated. 

The results of the study show that: (1) the mediation process at the 

Palangka Raya Religious Court consists of two parts, first the mediation is carried 

out in two to three meetings, the second is during the mediation, attorneys from the 

parties are not allowed to participate in the mediation process (2) Factors the 

success of mediation at the Palangka Raya Religious Court, among others: the 

factors of the parties, psychological factors, law enforcement factors (mediator 

judges) and cultural factors. The synergy between law enforcement factors 

(mediating judges) and cultural factors is the key to successful mediation at the 

Palangka Raya Religious Court. (3) There are several strategies used by the 

mediator judges of the Religious Courts of Palangka Raya in reconciling the 

parties, including the strategy of knowing the parties, relaxed demeanor, and the 

use of local languages. 
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MOTTO 
 

 ٌَ و ًُ َ نعََهَّكُى ترُۡحَ ٍَ أخََوَيۡكُىۡۚۡ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ ٌَ إِخۡوَةٞ فَأصَۡهِحُواْ بَيۡ ؤۡيُِوُ ًُ ب ٱنۡ ًَ  إََِّ

 

Artinya: “ Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada 

Allah agar kamu mendapat rahmat.” ( Q.S. Al-Hujurat : 10) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 

Berdasarkan Surati Keputusan Bersamah Menterih Agamah Republikh 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman 

transliterasi Arab Latin: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik„ ع
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 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wawu W Em و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis mutaʽaqqidin يتعقديٍ

 Ditulis ʽiddah عدة

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جسيت

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). 

 Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 Ditulis karāmah al-auliyā كريتالأونيبء
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2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 

ditulis t. 

 Ditulis zakātul fiṭri زكبة انفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ََ  Fathah ditulis A 

 َِ  Kasrah ditulis I 

 َُ  Dammah ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جبههيت

Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 

 Ditulis yas’ā يسعي

Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريى

Dammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūd فروض

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بيُكى

Fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaulun قول
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأَتى

 Ditulis uʽiddat أعدث

 Ditulis la’in syakartum نئٍ شكرتى

 

H. Kata sandang Alif+Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’ān انقرأٌ

 Ditulis al-Qiyās انقيبش

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 

 ’Ditulis as-Samā انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

 

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis żawi al-furūḍ ذوي انفروض

 Ditulis ahl as-Sunnah أهم انسُت
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinani merupakani suatui ikatani jasmani dan rohani antarai seorang 

priai dengani seorangi wanita untuki membentuk keluargai (rumah tangga) yang 

bahagiai dan kekali dalam memenuhi iperintah dan ianjuran Tuhani Yang Maha 

Esai. 

Perkawinani bertujuans untukv membentuki rumah tangga yangi sakinah, 

mawaddah, dann rahmah yang berlangsungh seumur hidup dan tidak boleh 

berakhiri begitui saja. Akani tetapi, seiringi dengani berjalannya waktu, munculi 

berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang terkadang membuat 

perkawinan tersebut harus putus dani tidaki dapati dilanjutkan kembali, 

sehinggaiperkawinan ytersebut harusi berakhir dengan perceraian. Pada 

prinsipnya, perceraiani adalah perpisahann antaran suami istri yang disebabkan 

karena kadanya nperselisihan diantarai merekai.
1
 

Dalam perspektif hukum Islam perceraian dimaknai sebagai jalan terakhir 

yang dapat ditempuh suami istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat 

dipertahankan lagi. Perceraian dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa 

dalam perkawinan sudah tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi dan lebih 

besar mudharatnya apabila perkawinan tersebut dilanjutkan.  

Perceraianh hanyai dapati dilakukani setelahi terpenuhin alasan-alasan 

tertentui, dan harus dilakukani di muka persidangan. Perceraiani yang dilakukan 

                                                 
1
 Soetoyo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di 

Indonesia, Jakarta: Airlangga, 1990, hlm. 22. 
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melalui sidang pengadilan, mengharuskan para pihak untuk menempuh proses 

perdamaian yang dapati didayagunakan melalui mediasii. Pada dasarnya, 

penyelesaiani sengketai melaluii mediasii dapati didayagunakani melalui 

pengadilani dan di luar pengadilan. Tujuani dilakukan mediasi adalah 

menyelesaikani sengketa iantara ipara ipihak dengan ibantuan pihak iketiga 

yang bersifat netral. Mediasii dapat imengantarkan ipara pihaki iuntuk 

mewujudkani kesepakatani secarai damai, mengingati penyelesaiani sengketa 

melaluik mediasih menempatkanu keduak belahi pihaki padai posisii yangi 

sama, tidaki adai pihaki yang dimenangkani atau pihaki yang dikalahkani (win-

win solution).
2
 

Keterlibatanii imediator idalam proses iperundingan untuki imembantu 

para ipihak iyang ibersengketa ijuga dikenali dalam ihukum Islam, yangi 

disebut idengan hakam. Akani tetapi, ihakam hanyai mengikatkani diri ke 

dalami konflik iperkawinan iyang terjadi idi antara suami-istri. Fungsii ihakam 

ihanyalah untuki mencarii upayai penyelesaiani perselisihan, bukani untuki 

menjatuhkani putusan. Setelahi ihakam berusahai sekuati tenagai untuki 

mencarii upayai perdamaiani di antara suami-istri, makai kewajibani dari 

ihakam iberakhir. Hakam ikemudian imelaporkan ikepada ihakim tentangi 

usaha iyang telah merekai ambil iterhadap parai pihaki (suami-istri). 

Selanjutnya, keputusani akani diambil ioleh hakim idengan mempertimbangkan 

masukani dari ihakam. 

                                                 
2
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2007, h. 

40. 
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Berdasarkan uraian di atas, penerapan mediasi dalam penyelesaian 

perkara khususnya perceraian akan memberikan dampak yang menguntungkan 

bagi para pihak. Keberhasilani mediasii dalami penyelesaiani iperkara 

perceraian imemang tidak isepenuhnya terpenuhi, seperti halnya yang terjadi di 

Pengadilani Agamai Palangkai Raya sebagai salah satu Pengadilan tingkat 

pertama di Indonesia yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara 

perceraian. Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Palangka 

Raya masih rendahnya penyelesaian perkara perceraian melalui Mediasi, bisa 

dilihat data laporan mediasi dari tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut: 

 Tabel 1 

Laporan Mediasi PA Palangka Raya Tahun 2016-2020
3
 

NO TAHUN 
Berhasil 

Sebagian 
Gagal 

Tidak 

Berhasil 
Dicabut 

Total 

Perkara 

Mediasi 

1 2016 6 2 94 14 116 

2 2017 5 12 72 0 89 

3 2018 3 22 82 0 107 

4 2019 10 8 89 2 109 

5 2020 11 0 104 0 115 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara perceraian dari tahun 2016-

2020 yang di Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 536 

perkara. Dari jumlah perkara yang sudah di mediasi tersebut terdapat 49 

perkarai yang berhasili di mediasi ( kurang 10 %), dengan rincian 16 perkara 

                                                 
3
 Data diambil dari hasil Observasi awal penulis di Kantor Pengadilan Agama Palangka 

Raya pada hari Selasa, 20 Juli 2021  
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dicabut dan 35 perkara berhasil sebagian. Maksudii dari perkaraii yangi dicabut 

adalahi parai pihakii setujuii untuk tidaki melanjutkanii perkaranyaii ke proses 

persidanganii berlanjut, sedangkan yangi dimaksud dengani berhasil sebagiani 

adalahi misalnyai dalami satu perkara komulasii antarai perkara perceraiani 

dan pembagianii hartai gono-gini, perkarai perceraiani merekai tetap berakhir 

dengani damai dan merekai tidak lagi mempersoalkani hartai gono-gininya.  

Konsep keberhasilan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama 

Palangka Raya tidak hanya perkara perceraian yang dicabut dan dikatakan 

sebagai mediasi yang berhasil, akan tetapi perceraian yang berakhir secara 

damai dan tidak lagi mempermasalahkan yang lainnya yang juga dikatakan 

sebagai mediasi yang berhasil. 

Berdasarkan pengamatan penulis, setiap iperkara yangi masuki di 

Pengadilani Agamai Palangkai Raya di dominasi oleh perkara perceraian dan 

tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan baik cerai gugat maupun cerai 

talak. Meningkatnya jumlah perkara yang masuk membuat mediator harus 

bekerja keras dalam menyelesaikan perkara. Mediator mempunyai peran yang 

sangat penting terhadap proses mediasi. Berhasil atau gagalnya sebuah mediasi 

terkadang berpengaruh terhadap skill yang dimiliki oleh mediator.  

Dalam penelitian ini, penulisi memilihi meneliti prosesi mediasi yangi 

berhasili dalam perkarai perceraian, baiki itu perkarai ceraii talaki maupun 

ceraii gugat. Perkarai perceraiani ini dipilihi karenai palingi banyaki diterima 

olehi Pengadilani Agamai Palangka Raya. Dengani melihati persentase 

perbandingani perkarai yangi sudahi di mediasi dengani perkarai yangi berhasil 
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di mediasi masih lumayan jauh, akan tetapi dari perkara yang berhasil tersebut 

terdapat faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Dari 

beberapa faktor yang penulis rangkum dalam penelitian ini setidaknya faktor 

penegak hukum dan budaya yang menjadi kunci keberhasilan sebuah mediasi di 

Pengadilan Agama Palangka Raya. Adanya penguasaan bahasa lokal serta 

pemahaman strategi berkomunikasi yang digunakan oleh hakim mediator 

kepada para pihak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberhasilan sebuah mediasi. Inilah yang menjadi daya tarik penulis melakukan 

penelitian yang berjudul “STRATEGIi HAKIMi MEDIATORi DALAM 

MENDAMAIKANi PARA PIHAKi PERKARAi PERCERAIANi DI 

PENGADILANi AGAMAi PALANGKA RAYA” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan 

pokok diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Palangka Raya? 

2. Apa saja faktor-faktor keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama 

Palangka Raya)  

3. Bagaimana strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya? 
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C. Tujuani Penelitiani 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Palangka Raya. 

2. Untuk mengetahui factor-faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Palangka Raya 

3. Untuk mengetahui strategi hakim mediator menyelesaikan perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya 

D. Kegunaani Penulisani 

Hasili yangi diharapkani dalami penelitiani ini paling tidak ada 2 (dua) 

kegunaan, yaitui kegunaani secarai teoritis dan kegunaan secara praktis adalah: 

1. Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagaii salahi satu upayai pengembangani wawasani sehingga dapat 

diperoleh pemahamani yang tepati mengenaii mediasi khususnyai dalam 

lingkupi perceraian. 

b. Sebagai bahani bacaani dan sumbangani pemikirani dalam menambah 

khazanahi literatur kesyariahani pada perpustakaani Instituti Agama 

Islami Negerii Palangkai Raya. 

c. Dapati menjadii  titik tolaki bagii penelitii selanjutnya, baiki bagi 

penelitiani yang berhubungani atau yangi lain, sehinggai kegiatan 

penelitiani berkesinambungan. 
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2. Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-2 (dua) pada 

program Pascasarjana, Program studi Magister Hukum Keluarga di 

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 

b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, 

khususnya yang terkait dengan strategi hakim mendamaikan para pihak  

dalam  proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sejauhi Pengamatani peneliti,i hinggai saati inii sudahi banyaki 

ditemukani penelitiani ataui tulisani yangi membahasi tentangi Mediasii di 

Pengadilani. Namuni, untuki mengetahuii posisii penelitii dalami melakukani 

penelitiani inii, makai dilakukani reviewi terhadapi penelitiani terdahului yangi 

ada kaitannyai terhadapi masalahi yangi menjadii objeki dalami penelitiani ini.i 

Berikuti inii beberapai penelitiani terdahului: 

1. H.i Ali Fahni,i Programo Pascasarjanai Magisteri Hukumi Keluarga,i 

Instituti Agamai Islami Negerii Palangkai Rayai 

Penelitiani inii memuati 3 rumusani masalahi, yakni:i pertamai, 

Prosesi mediasii perceraiani di pengadilani Agamai Buntoki sebelumi terbiti 

PERMAi Nomori 1 tahuni 2016. Kedua,i Prosesi mediasii perceraiani di 

Pengadilani Agamai Buntoki setelahi terbiti PERMAi nomori 1 tahuni 2016. 

Ketiga,i faktor-faktori penghambati mediasii perkarai perceraiani di 

Pengadilani agamai buntok.i 

Penelitiani inii menggunakani pendekatani Yuridisi Normatifi 

dengani jenisi penelitiani Hukumi Normatif.i Sasarani penelitiani inii yaknii 

parai Hakimo Mediatoro dengani objeki penelitiannyai berkaitani dengani 

proseduri mediasii perkarai perceraiani di Pengadilani Agamai Buntoki 

dalami pengimplementasiani PERMAi NO i1 Tahuni 2016. Adapuni 
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Tekniki pengumpulani datai yaknii dengani wawancarai dani dokumentasi.i 

Adapuni hasili darii penelitiani inii adalah:i 
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Pertama,i bahwai prosesi mediasii sebelumi terbitnyai PERMAi 

Nomori 1 Tahuni 2016 mengacuu padai PERMAi Nomori 1 Tahuni 

2008i. Kedua,i Prosesi mediasii perkarai perceraiani dii Pengadilani 

Agamai Buntoki setelahi terbitnyai PERMAi Nomori 1i Tahuni 

2016,i dilaksanakani sesuaii dengani peraturani PERMAi tersebuti 

namuni hasilnyai darii 91i kasusi perceraiani hanyai 11i Kasusi 

yangi berhasili didamaikan.i Ketiga,i faktor-faktori penghambati 

dalami Mediasii dii Pengadilani Agamai Buntoki antarai laini 

karenai aspeki perkara,i tidaki adai itikadi baiki darii parai pihaki 

kurangnyai kreativitasi mediatori dani belumi adanyai mediatori 

khususi bersertifikat.
4
i 

 

2. Nasruddin,i Programi Pascasarjanai Magisteri Hukumi Keluargai Islam,i 

Universitasi Islami Negerii Radeni Intani Lampungi 

Penelitiani inii memuati duai rumusani masalahi yakni:i Bagaimanai 

implementasii mediasii dii pengadilani dani bagaimanai efektifitasi 

pelaksanaani PERMAi RIi No.i 1i Tahuni 2016i dii lingkungani Pengadilani 

Agamai Lampung.ii 

Penelitiani inii merupakani penelitiani lapangani (fieldi research)i 

dengani menggunakani pendekatani empiris-realistis.i Adapuni hasili darii 

penelitiani inii adalahi sebagaik berikut:i 

Pertama,i Implementasii mediasi idalami perspektifi hukumi islami 

dani hukumi positif odii Pengadilan iAgamai Lampungi 

dilaksanakani sebagaimanai Mestinyai dani penyelesaiani konfliki 

keluargai dii nilaii kurangi berhasil.i Kedua,i Efektivitasi 

pelaksanaani terkaii implementasii mediasii terkaiti konfliki 

keluargai dikarenakani adanyai kesalahi pahamani antarai parai 

pihak.
5
i 

3. Amiruli Huda,i Programi Pascasarjanai Magisteri Ilmui Hukum,i 

Universitasi Islami Negerii Radeni Intani Lampungi 

                                                 
4
 Al Fahni, “Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok Dalam 

Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahuhn 2016”, Tesis Program 

Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, IAIN Palangka Raya, 2017. 
5
 Nasruddin, “Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan PERMA No 1 

Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan”. Disertasi Program Pascasarjana Magister 

Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung, 2019. 
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Penelitiani inii memuati 3i rumusani masalahi yakni,i Pertama:i 

Bagaimanai proses iMediasii dii Pengadilani Agamai Kotai Bumi,i Kedua:i 

Bagaimanai penerapani PERMAi Noi 1i Tahuni 2016i dii Pengadilani 

Agamai Kotai Bumi,i Ketiga:i Apai kendalai Pengadilani Agamai Kotai 

Bumii dalami menerapkani PERMAi Noi 1i Tahuno 2016.i 

Penelitiani inii merupakan ipenelitian lapangani (fieldi Research)i yangi 

berjenisi kualitatifi dani bersifati deskriptif.i Pendekatani yangi digunakani 

adalahi pendekatani Yuridis,i Teologii Normatifii dani Sosiologis.i 

Pengumpulani datanyai diperolehii darii dokumentasi,i observasii dani 

wawancara.i Hasili darii penelitiani inii adalahi sebagaii berikut:i 

Pertama,i prosesi mediasii dii Pengadilani Agamai Kotabumii sudahi 

sesuaii dengani regulasii yangi berlakui dani sudahi sesuaii dengani 

SOPi yangi diterapkani Lembaga.i Kedua,i Penerapani PERMAi Noi 1i 

Tahuni 2016i dii Pengadilani Agamai Kotabumii hampiri tidaki adai 

pengaruhnyai terhadapi keberhasilani mediasii dii Lembagai tersebut.i 

Ketiga,i kendalai yangi dihadapii olehi Pengadilani Agamai Kotabumii 

adalahi masihi rendahnyai kepatuhani masyarakatani dalami menjalanii 

mediasi.
6
i 

 

4. Abduli Kahari Syarifuddin,i Programi Pascai Sarjanai Magisteri Hukumi 

Islam,i Universitasi Islami Negerii Alauddini Makassar.i 

Penelitiani inii memuati 3i rumusani masalah,i diantaranya:i 1.i 

Bagaimanai efektivitasi mediasii dalami perkarai perceraiani dii Pengadilani 

Agamai Baubau.i 2.i Tingkati keberhasilani Mediasii dii Pengadilani 

Agamai Baubau. 3.i Faktori yangi mendukungi dani penghambati 

keberhasilani Mediasii dii Pengadilani Agamai Baubau.i 

                                                 
6
 Amirul Huda, Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus 

Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap penerapan 

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016), Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, 

UIN Raden Intan Lampung, 2017. 
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Penelitiani inii merupakani penelitiani lapangani (fieldi Research)i 

yangi berjenisi kualitatifi dani bersifati deskriptif.iPendekataniyang 

dilakukani adalahi yuridisi teologisi Normatifi dani pendekatani sosiologis.i 

Hasili darii penelitiani inii adalahi sebagaii berikut:i 

Perceraiani dii Pengadilani Agamai Baubaui belumi efektif.i Faktor-

faktori penyebabnyai adalahi tingkati kepatuhani masyarakati yangi 

menjalanii prosesi mediasii sangati rendah.i Fasilitasi saranai dani 

prasaranai dii Pengadilani Agamai Baubaui masihi kurangi memadaii 

sertai pelaksanaani mediasii dii Pengadilani Agamai Baubaui belumi 

tepati ataui tidaki sesuaii dengani dengani apai yangi digariskani Allahi 

SWT.itentangi kedudukani hakam.
7
i 

 

5. Agungi Suprai Wijaya,i Programi PascaSarjanai Magisteri Hukumi Islam,i 

Instituti Agamai Islami Negerii Bengkului 

Penelitiani inii memuati duai rumusan imasalah,i diantaranya:i 1.i 

Bagaimanai efektivitasi Mediasii dalami pencegahani perceraiani yangi 

dilakukani olehi Pengadilani Agamai Bengkului Kelasi 1i A,i 2.i Faktor-

faktori yangi menjadii pendukungi dani penghambati keberhasilani mediasii 

dii Pengadilani Agamai Bengkului Kelasi 1A.i  

Jenisi penelitiani inii merupakani jenisi penelitaini hukumi empirisi 

ataui Yuridisi Sosiologisi dengani pendekatani deskriptifi Kualitatif.i Hasili 

darii Penelitiani inii adalahi sebagaii berikut:i 

Mediasii yangi dilaksanakani dii Pengadilani Agamai Bengkului 

dengani mengikutii acuani darii PERMAi 01i Tahuni 2008i belumi 

efektifi walaui adai yangi berhasili namuni masihi sangati rendah.i 

Banyaki faktori yangi jadii penyebabi diantaranyai tingkati 

kepatuhani masyarakato dalamo menjalanio prosesi mediasii sangat 

rendah,i budayai masyarakati yangi beranggapani bahwai perceraiani 

bukanlahi sebuahi aibi bagii pribadii maupuni keluargai sertai 

                                                 
7
 Abdul Kahar Syarifuddin, Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama Bau-bau, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Islam, UIN Alauddin 

Makassar, 2015 



13 

 

 

kulaitasi hakimo yango ditunjuki sebagaii mediatori masingi kurangi 

merata.
8
i  

Untuki mengetahuii posisii dani kedudukani penelitii dengani parai 

penelitii terdahului dapati dilihati dalami tablei berikuti ini:i 

Tabel 2i 

Persamaani dani Perbedaani sertai Kedudukani Penelitiani 

No

i 

Penelitiani 

Terdahului 
Persamaani Perbedaani 

Kedudukan 

Penelitiani 

1i 

Al Fahni,i Prosesi 

Perkarai Perceraiani 

dii Pengadilani 

Agamai Buntoki 

Dalami 

Mengimplementasikan

i PERMAi No.i 1i 

Tahuni 2016.i 2017,i 

Penelitiani Lapangani 

Prosesi 

Mediasii Dii 

Pengadilani 

Kreativitasi 

Seorangi 

Hakimi 

Mediatori 

Strategii 

Hakimi 

Mediatori 

Dalami 

Mendamaikan

i parai pihaki 

dalami 

Perkarai 

Perceraiani dii 

Pengadilani 

Agamai 

Palangkai 

Rayai 

2i 

Nasruddin,i Analisisi 

Implemetasii Mediasii 

Persfektifi Hukumi 

Islami dani PERMAi 

Noi 1i Tahuni 2016i 

tentangi Prosesi 

Mediasii dii 

Pengadilan,i 2019,i 

Penelitiani Lapangani 

Penyelesaiani 

Perkarai 

Perceraiani 

Dalami 

Mediasii 

Keberhasilan

i Seorangi 

Hakimi 

Mediatori 

Dalami 

Melakukani 

Mediasii 

3i 

Amiruli Huda,i 

Analisisi Pelaksanaani 

Mediasii Dalami 

Menyelesaikani 

Konfliki Kasusi 

Perceraiani  dii 

Pengadilani Agamai 

Kotabumii Kabupateni 

Lampungi Utarai 

(Studii Terhadapi 

Penerapani PERMAi 

Noi 1i Tahuni 2016),i 

Efektifitasi 

Mediasii dii 

Pengadilani 

Kreativitasi 

Hakimi 

Mediatori 

                                                 
8
 Agung Supra Wijaya, Efektifitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas 1A, Pascasarjana Magister Hukum Islam, IAIN Bengkulu, 2016. 
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2017,i Penelitiani 

Lapangani 

4i 

Abduli Kahari 

Syarifuddin,i 

Efektifitasi Mediasii 

dalami perkarai 

perceraiani dii 

Pengadilani Agamai 

Bau-bau,i 2015,i 

Penelitiani Lapangani 

Efektifitas 

Mediasi 

Kegagalan 

dalam 

mediasi 

 

5i 

 

Agungi Suprai 

Wijaya,i Efektivitasi 

mediasii dalami 

pencegahani 

perceraiani dii 

Pengadilani Agamai 

Bengkulu,i 2016,i 

Penelitiani Lapangani 

Keberhasilan

i Dalami 

Mediasii 

Faktor-

faktori 

keberhasilani 

mediasii 

 

 

B. Kerangkai Teorii 

1. Teorii Penyelesaiani Sengketai 

Penyelesaiani sengketai merupakani upayai untuki mengembalikani 

hubungani parai pihaki yangi bersengketai dalami keadaani sepertii 

semula.i Dengani pengembangani hubungani tersebut,i parai pihaki yangi 

bersengketaiidapatimengadakanihubungan,ibaikihubunganisosialimaupuni 

hubungani hukumi antarai satui dengani yangi lainnya.i Penyelesaiani 

adalahi proses,i perbuatan,i carai menyelesaikan.i Menyelesaikani artinyai 

menyudahkani menjadii berakhir,i membereskani ataui memutuskan,i 
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mengatur,i memperdamaikani (perselisihaniatauipertengkaran),iataui 

mengaturi sesuatui sehinggai menjadii baik.
9
i 

Istilahi sengketai berasali darii terjemahani bahasai Inggris,i yaitui 

conflicti dani disputei yangi berartii perselisihani ataui percekcokani ataui 

pertentangan.i Perselisihani ataui percekcokani tentangi sesuatui terjadii 

antarai duai orangi ataui lebih.i Sedangkani dalami bahasai Belandai 

disebuti dengani istilahi gedingi ataui proces.i Menuruti Richardi Lemperti 

sengketai (dispute)i adalahi kontraversii yangi melibatkani klaimi tertentui 

ataui klaimi normatifi atasi kewenangan.
10

i 

Prosesi penyelesaiani sengketai yangi sudahi dikenali sejaki lamai 

adalahi melaluii prosesilitigasii dii Pengadilan.i Prosesi litigasii cenderungi 

menghasilkani masalahi barui karenai sifatnyai yangi win-lose,i tidaki 

responsive,i timei consumingi prosesi berperkaranya,i dani terbukai untuki 

umum.i Seiringi dengani perkembangani zaman,i prosesi penyelesaiani 

sengketai dii luari Pengadilani bersifati tertutupi untuki umumi (closei 

doorisession)i dani keberhasilani parai pihaki terjamini (confidentiality),i 

prosesi beracarai lebihi cepati dani efisien.i Prosesi penyelesaiani sengketai 

dii luaro pengadilani inii menghindarii kelambatano yangi diakibatkani 

prosedurali dani administratifi sebagaimanai beracarai dii pengadilani 

umumi dani win-wini solution.i Penyelesaiani sengketai dii luari 

                                                 
 

9
Jefry Tarantang, Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian 

Sengketa Hukum Keluarga Islam), Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 125. h. 20. 

 
10

Ibid. 
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pengadilani inii disebuti dengani Alternatifi Penyelesaiani Sengketai 

(APS)i ataui Alternativei Disputei Resolutioni (ADR).
11

i 

Menuruti Fransi Hendrai Winata,i alternatifi penyelesaiani 

sengketai berkembango karenai dilatarbelakangii hal-hali berikut:i 

a. Mengurangii kemacetani dii pengadilan.i Banyaknyai kasusi yangi 

diajukani kei pengadilani menyebabkani prosesi pengadilani 

seringkalii berkepanjangan,i sehinggai memakani biayai yangi tinggii 

dani seringi memberikani hasili yangi kurangi memuaskan.i 

b. Meningkatkani ketertibani masyarakati dalami prosesi penyelesaiani 

sengketa.i 

c. Memperlancari sertai memperluasi aksesi kei pengadilan.i 

d. Memberikani kesempatani bagii tercapainyai penyelesaiani sengketai 

yangi menghasilkani keputusani yangi dapati diterimai olehi semuai 

pihaki dani memuaskan.
12

i 

Sebenarnyai jiwai darii alternatifi penyelesaiani sengketai sudahi 

adai darii nenekk moyangi bangsao Indonesia.i Hali itui sebagaimanai 

terlihati nyatak dalami budayai musyawarahi untuki mencapaii mufakati 

yangi masihi sangati terlihati dii masyarakati pedesaani di Indonesia,i 

dimanai ketikai adai sengketai dii antarai mereka,i cenderungi masyarakati 

tidaki membawai permasalahani tersebuti kei pengadilan,i namuni 

diselesaikani carai kekeluargaan.i Apabilai sengketai tersebuti tidaki dapati 

diselesaikani antarai parai pihaki yangi bersengketa,i makai merekai akani 

                                                 
 

11
Ibid. 

 
12

Ibid.,h. 21. 
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membawai sengketai merekao tersebuti kei hadapani kepalai desa.i 

Dengani semangati musyawarahi untuki mencapaii mufakati yangi sudahi 

mengakari dalami bangsai Indonesia,i Alternatifi Penyelesaiani Sengketai 

mempunyaii potensii yangi sangati besari untuki dikembangkani dani 

digunakani olehi parai praktisii hukumi dii Indonesia,i pentingnyai perani 

Alternatifi Penyelesaiani Sengketai dalami menyelesaiakani sengketai 

semakini besari dengani diundangkannyai Undang-Undangi Nomori 30i 

Tahuni 1999i Tentangi Arbitrasei dani Alternatifi Penyelesaiani 

Sengketa.
13

i 

Pasali (1)i angkai (1)i Undang-Undangi Nomori 30i tahuni 1999i 

Tentangi Arbitrasei dani Alternatifi Penyelesaiani Sengketa,i disebutkani 

bahwai masyarakati dimungkinkano memakaii alternatifi laini dalami 

melakukani penyelesaiani sengketa.i  Alternatifi tersebuti dapatu 

dilakukani dengani carai konsultasi,i negosiasi,i mediasi,i konsilidasi,i 

ataui penilaiani ahli.i Sementarai itu,i Undang-Undangi Nomori 7i tahuni 

2012i Tentangi Penanganani Konfliki Sosial,i makai carai penyelesaiani 

perselisihani dalami masyarakati dilakukani secarai damai.i Penyelesaiani 

secarai damaii merupakani carai untuki mengakhirii sengketai ataui 

konfliki yangi terjadii dalami masyarakati menggunakani carai 

musyawarahi sehinggai keduai belahi pihaki tidaki adai yangi merasai 

dirugikan,i sama-samai salingi menerimai satui samai lain.
14

i 

                                                 
 

13
Ibid. 

 
14

Ibid.,h. 22.  
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Menuruti Syahrizali Abbas,i prosesi penyelesaiani sengketai dalami 

Islami harusi menempatkani nilai-nilaii universali dalami strategii dani 

karangka ikerjai penyelesaiani sengketai berasali darii sejumlahi ayati 

Alqur‟ani dani hadis,i adapuni klasifikasii nilai-nilaii universali tersebuti 

dii antaranyai yaitu:i 

a. Nilaii yangi mendasarii filosofii penyelesaiani sengketai antarai 

lain:inilaii kemuliaan,i kehormatan,i persamaan,i persaudaraan,i dani 

kasihi sayang.i 

b. Nilaii yangi harusi dimilikii parai pihaki yangi bersengketai antarai 

lain:i nilaii toleran,i menghargaii hak-haki orangi lain,i terbuka,i rasai 

hormat,i dani kemauani memaafkan.i 

c. Nilaii yangi harusi dipegangi parai pihaki yangi menyelesaikani 

sengketai antarai lain:i nilaii adil,i keberanian,i dermawan,i yakin,i 

hikmah,i empati,i dani menaruhi perhatiani padai orangi lain.i 

d. Nilaii yangi mendasarii tujuani akhiri penyelesaiani sengketai antarai 

lain:i nilaii kemuliaan,i keadilani sosial,i rahmah,i ihsan,i 

persaudaraan,i dani martabati kemanusiaan.
15

i 

Secarai rincii Mohammedi Abu-Nimeri merumuskani nilaii dani 

prinsip-prinsipi penyelesaiani sengketai yangi dibanguni Al-qur’ani dani 

dipraktikani Nabii Muhammadi SAW,i yaitui sebagaii berikut:i 

a. Mengupayakanikeadilan.i 

b. Pemberdayaani sosiali dengani perbuatani baiki (Khairi dan i Ihsan).i 
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c. Universalitasi dani kemuliaani kemanusiaan.i 

d. Kesetaraan.i 

e. Kesakralani hidupi manusia.i 

f. Pencariani kedamaian.i 

g. Pembangunani perdamaian.i 

h. Pengetahuani dani akal.i 

i. Kreatifitasi dani inovasi.i 

j. Pemaafan. i 

k. Perbuatani dani tindakan.i 

l. Keterlibatani melaluii tanggungi jawabi dani pemilihani individu.i 

m. Kesabaran.i 

n. Tindakani bersamai dani solidaritas.i 

o. Kerjasamai dani kebersamaani (ummah)i  

p. Inklusivitasi dani prosesi partisipatoris.i 

q. Pluralismei dani keberagaman.
16

i 

Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 1999i tentangi Arbitrasei dani 

Alternatifi Penyelesaiani Sengketa.i Beberapai bentuki penyelesaiani 

sengketai yangi diaturi dalami undang-undangi tersebuti antarai lain: 

a. Arbitrasei 

Pasali 1i angkai 1i Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 1999i 

menyebutkani bahwa:i 

“Arbitrasei adalahi carai penyelesaiani suatui sengketai perdatai 

dii luari peradilani umumi yangi didasarkani padai perjanjiani 

                                                 
 

16
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arbitrasei yangi dibuati secarai tertulisi olehi parai pihaki yangi 

bersengketa”.i 

Dalamibeberapai hali arbitrasei miripi dengani sistemi 

penyelesaiani sengketai litigasii karenai hasili akhirnyai sama-samai 

berbentuki putusani yangi berisii pernyataani menangi dani kalah.i 

Adai anggapani dii masyarakati bahwai seolah-olahi apabilai suatui 

sengketai diserahkani kepadai arbitrasei penyelesaiannyai akani 

berjalani lebihi cepati dani sederhana.i Kesani tidaki seluruhnyai 

benar.i Penyelesaiani sengketai melaluii arbitrasei kadang-kadangi 

bisai memakani waktui yangi lama,i sertai melaluii prosesi yangi 

berbelit-belit,i tidaki kalahi rumitnyai apabilai dibandingkani dengani 

prosesi peradilan.
17

i 

Beberapai keuntungani arbitrasei dibandingkani dengani 

prosesi peradilani antarai lain:i 

1. Sidangi tertutupi untuki umum;i 

2. Prosesnyai cepati (maksimali 6 bulan);i 

3. Putusannyai finali dani tidaki dapati dibanding/kasasi;i 

4. Arbiternytai dipilihi olehi parai pihak;i 

5. Arbiternyai ahlii dalami bidangi yangi disengketakan;i 

6. Arbiternyai mempunyaii integritas/i morali yangi tinggii (padai 

umumnya);i 

7. Walaupuni biayai formalnyai lebihi mahali daripadai biayai 

pengadilan,i tetapii tidaki adai biaya-biayai lain.i 
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Umum Dan Peradilan Agama, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012, h. 11. 
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8. Khususi dii Indonesia,i parai pihaki dapati mempresentasikani 

khususnyai dihadapani Majelisi Arbitrase;i dani Mejelisi 

Arbitrasei dapati langsungi memintai klarifikasii darii parai 

pihak;i 

9. Dissentingi opinion.
18

 i 

b. Konsultasii 

Menuruti pendapati Gunawani wijayai dani Ahmadi Yanii 

bahwai konsultasii adalahi tindakani yangi bersifati personali antarai 

satui pihaki tertentui yangi disebuti dengani “klien’i dengani pihaki 

laini yangi merupakani konsultani yangi memberikani pendapatnyai 

kepadai klieni tersebuti untuki memenuhii keperluani dani kebutuhani 

kliennyai tersebut.i Tidaki adai satui rumusani yangi mengharuskani 

sii klieno mengikutii pendapati yangi disampaikani oleh ikonsultan.i 

Dalami halo inii konsultani hanyai memberikani pendapatnyai (secarai 

hukum)i sebagaimanai dimintai olehi kliennyai yangi untuki 

selanjutnyai pihaki konsultani jugai diberikani kesempatani untuki 

merumuskani bentuki penyelesaiani sengketai yango dikehendakii 

olehi parai pihaki yangi bersengketai tersebut.
19

i 

c. Negosiasii 

Negosiasii adalahi prosesi bekerjai untuki mencapaii suatui 

perjanjiani dengani pihaki lain,i suatui prosesi interksii dani 

komunikasii yangi samai dinamis idan variasinya,isertai halusi dani 
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bernuansa,i sebagaimanai keadaani ataui yangi dapati dicapaii orang.i 

Negosiasii adalahi metodei penyelesaiani sengketai secara langsungi 

tanpao menggunakani perantarai ataupuni jasai pihaki ketiga,i 

sehinggao lazimi disebuti sebagaii metodei penyelesaiani duai pihaki 

(dwipartite).i 

Darii beberapai bentuki penyelesaiani sengketai yangi ada,i 

negosiasii merupakani bentuki penyelesaiani yangi palingi simpeli 

karenai tidaki perlui melibatkani orangi laini ataui pihaki ketiga.i 

Semuai tahapani dalami negosiasii ditentukani berdasarkani polai 

komunikasii yangi dimilikii sendiri,i mulaii darii prosesi pertemuani 

sampaii kepadai penentuani nilai-nilaii penawarani dilakukani 

berdasarkani kehendaki dani inisiatifi pribadi.i Namuni walaui 

demikiani metodei penyelesaiani secarai negosiasii jugai memilikii 

kelemahan,i yaitui jikai parai pihak itidaki memilikii kemampuani 

komunikasii yangi baik,i makai nyarisi metodei inii tidaki mungkini  

bisai berjalani dengani sempurna,i bahkani jikai prosesnyai 

dipaksakani justrui akani menimbulkani konfliki dani sengketai barui 

yangi jauho lebihi kompleks.
20

i 

d. Mediasii 

Mediasii merupakani suatui proseduri penengahani dimanai 

seseorangi bertindaki sebagaii “kendaraan”i untuki berkomunikasii 

antarai pihak,i sehinggai pandangani merekai yangi berbedai atasi 
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sengketai tersebuti dapati dipahamii dani mungkini didamaikan,i 

tetapii tanggungi jawabi utamai tercapainyai suatui perdamaiani tetapi 

beradai dii tengahi parai pihaki sendiri.i  

Beberapai prinsipi mediasii adalahi bersifati sukarelai ataui 

tunduki padai kesepakatani parai pihak,i padai bidangi perdata,i 

sederhana,i tertutupi dani rahasia,i sertai bersifati menengahii ataui 

bersifati sebagaii fasilitatori. Prinsip-prinsipi inii merupakani dayai 

tariki tersendirii darii mediasi,i karenai dalami mediasii parai pihaki 

dapati menikmatii prinsipi ketertutupani dani kerahasiaani yangi tidaki 

adai dalami prosesi litigasi.i Prosesi litigasii relatifi berisifati terbukai 

untuki umumi sertai tidaki memilikii prinsipi rahasiai sebagaimanai 

yangi dimilikii olehi mediasi.
21

i 

e. Konsiliasii 

Dalami praktiknyai suliti dibedakani antarai konsiliasii dengani 

mediasi,i karenai memilikii karakteristiki yangi hampiri sama,i 

bahkani dalami beberapai hali memangi tidaki bisai dibedakani dii 

antarai keduanya.i Negarai yangi pertamai kalii mengenali sistemi 

konsiliasii adalahi Jepang,i yangi disebuti dengani “chotei”.i Dii 

Jepangi konsiliasii digunakani untuki menyelesaikani sengketai 

secarao informal,i Oppeinhimi menyebutkani bahwa:i  

“Konsiliasii adalahi prosesi penyelesaiani sengketai dengani 

menyerahkannyai kepadai suatui komisii orang-orangi yangi 

bertugasi untuki menguraikan/i menjelaskani fakta-faktai dani 
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(biasanyai setelahi mendengari parai pihaki mengupayakani agari 

merekai mencapaii suatui kesepakatan)i membuati usulan-usulani 

untuki suatui penyelesaiani namuni keputusani tersebuti tidaki 

mengikat”.i 

Perbedaani antarai konsiliasii dengani mediasii adalahi padai 

perani pihaki ketigai (konsiliator)i dii dalamo prosesi penyelesaiani 

sengketa.i Seorangi konsiliatori lebihi berisifati aktifi dibandingkani 

dengani mediator,i walaupuno sebenarnyao dalamo beberapai hali 

suliti untuki membedakani secarai tegasi antarai mediatori dengani 

konsiliator.
22

i 

f. Penilaiani Ahlii 

Penilaiani ahlii ataui biasai disebuti pendapato ahlii adalahi 

suatui keterangani yangi dimintakani olehi parai pihaki yangi sedangi 

bersengketai kepadai seorangi ahlii tertentui yangi dianggapi lebihi 

memahamii tentangi suatui materii sengketai yangi terjadi.i 

Permintaani pendapati ahlii disebabkani karenai adanyai perbedaani 

pendapati dii antarai keduai belahi pihak.i Pendapati ahlii 

dimintakan,i baik iterhadapi persoalani pokoki sengketai maupuni dii 

luari pokoko sengketai jikai itui memangi diperlukan,i ataui dengani 

katai laini pendapati ahlii padao umumnyao bertujuani untuki 

memperjelasi duduki persoalani dii antarai yangi dipertentangkani 

olehi parai pihak.
23

i 

2. Teorii Kaukusi 
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Apabilai dalami mediasii imengalamii suatui kebuntuani makai 

mediatori dapati melakukani pertemuani terpisahi untuki menggalii 

permasalahani yangi terungkapi dani dianggapi pentingi guna itercapainyai 

kesepakatani dalami mediasii yangi biasai disebuti dengani istilahi kaukus.i 

Kaukusi inii bertujuani untuki mengetahuii kemauan,i keinginan/i 

kepentingani tersembunyii masing-masingi pihaki sehinggai dapati ditemukani 

solusii penyelesaiani masalahi yangi terbaik.i Kaukusi yangi dilaksanakani 

olehi hakimi mediatori dilakukani padai hari/iwaktui yangi laini dimanai 

hanyai dihadirii olehi salahi satui pihaki saja.i Kaukusi dapati dilaksanakani 

sesuaii dengani mediator.i Hakimi mediatori dalami prosesi mediasii tidaki 

selalui melaksanakani kaukusi dalami setiapi penyelesaiani sengketa,i hali inii 

seringi disebabkani olehi kurangnyai kerjasamai parai pihaki dalami prosesi 

mediasii yangi didasarii padai ketidakhadirnyai salahi satuipihakikarenai 

adanyai kesibukan.
24

i 

Kaukusi dalami mediasii mempunyaii fungsii sebagaii berikut:i 

a. Memungkinkani salahi satui pihaki untuki mengungkapkani kepentingani 

yangi tidaki ingini merekai ungkapkani dihadapani mitrai rundingnya.i 

b. Memungkinkani mediatori untuki mencarii informasii tambahani yangi 

berkaitani dengani parai pihaki dani pokoki sengketa.i 

c. Membantui mediatori dalami memahamii motivasii parai pihaki dani 

prioritaso merekai sertai membanguni empatii dani kepercayaani secarai 

individual.i Hali inii perlui dilakukani mengingati kemampuani mediatori 
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dalami mengetahuii motivasio sekaligusi membanguni empatii tersebuti 

sangati pentingi demii kelancarani prosesi mediasi.i 

d. Memberikani waktui dani kesempatani kepadai parai pihaki untuki 

menyalurkani emosii kepadai mediatori tanpai membahayakani kemajuani 

mediasi.i 

e. Memungkinkani mediatori untuki mengujii seberapai realistisi opsi-opsii 

yangi diusulkan.i 

f. Memungkinkani mediatori untuki mengarahkano parai pihaki 

melaksanakani perundingani yangi konstruktif.i 

g. Memungkinkani mediatori dani parai pihaki untuki mengembangkani dani 

mempertimbangkani alternatif-alternatifi baru.i 

h. Sertai memungkinkani mediatori untuki menyadarkani parai pihaki untuki 

menerimai penyelesaian.
25

i 

3. Teorii Keadilani 

Keadilani adalahi perekati tatanani kehidupani bermasyarakati yangi 

beradab.i Hukumi diciptakani agari setiapi individui anggotai masyarakati dani 

penyelenggarai negarai melakukani sesuatui tidakani yangi diperlukani untuki 

menjagai ikatani sosiali dani mencapaii tujuani kehidupani bersamai ataui 

sebaliknyai agaro tidaki melakukani suatui tindakani yangi dapati merusaki 

tatanani keadilan.i Jikai tindakani yangi diperintahkani tidaki dilakukani ataui 

suatui larangani dilanggar,i tatanani sosiali akani terganggui karenai 

terciderainyai keadilan.i Untuki mengembalikani tertibi kehidupani 
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bermasyarakat,i keadilani harusi ditegakkan.i Setiapi pelanggarani akani 

mendapatkani sanksii sesuaii dengani tingkati pelanggarani itui sendiri.
26

i 

Menuruti Johni Rawls,i situasii ketidaksamaani haruso diberikani 

aturani yangi sedemikiani rupai sehinggai palingi menguntungkani golongani 

masyarakati yangi palingi lemah.i Hali inii terjadii kalaui duai syarati 

dipenuhi.i Pertama,i situasii ketidaksamaani menjamini maximumi 

minimorumi bagii golongani orangi yangi palingi lemah.i Artinyao situasii 

masyarakati harusi sedemikiani rupai sehinggai dihalkani untungi yangi palingi 

tinggii yangi mungkini dihasilkani bagii golongani orang-orangi kecil.i Kedua,i 

ketidaksamaani diikati padai jabatan-jabatani yangi terbukai bagii semuai 

orang.i Maksudnyai supayai kepadai semuai orangi diberikani peluangi yangi 

samai besari dalami hidup.i Berdasarkani pedomani inii semuai perbedaani 

antarai orangi berdasarkani ras,i kulit,i agamai dani perbedaani laini yangi 

bersifati primordial,i haruso ditolak.i Lebihi lanjuti Johni Rawlsi menegaskani 

bahwai makai programi penegakani keadilani yangi berdimensii kerakyatani 

haruslahi memperhatikani duai prinsipi keadilan,i yaitu,i pertama,i memberii 

haki dani kesempatani yangi samai atasi kebebasani dasari yangi palingi luasi 

seluasi kebebasani yangi samai bagii setiapi orang.i Kedua,i mampui mengaturi 

kembalii kesenjangani sosiali ekonomii yangi terjadii sehinggai dapati 

memberii keuntungani yangi bersifati timbali baliki (reciprocali benefits)i bagii 
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setiapi orang,i baiki merekai yangi berasali darii kelompoki beruntungi 

maupuni tidaki beruntung.
27

i 

4. Teorii Hukumi Progresifi 

Dalami Hukumi Progresifi (Penjelajahani Suatui Gagasan)i dani 

Hukum Progresif:i Hukumi yangi Membebaskan”,
28

i SatjiptoiRahardjoi 

menjelaskan,i gagasan ihukum progresifi  munculi karenai keprihatinani 

terhadapi keadaani hukumi dii Indonesia.i Keadaani hukumi itui secarai makroi 

disebutnyai tidaki kunjungi mendekatii keadaani ideal,i yaitui 

menyejahterakani dani membahagiakani rakyatnya.
29

i Apai yangi terjadii 

justrui sebaliknya,i  suatu o keterpurukan i dan i kemunduran,i  sehinggai 

banyaki kekecewaani terhadapi keadaan i hukum.i  Kemundurani tersebuti 

terjadii karenai kejujuran,i empati,i dani idedikasii dalami menjalankani 

hukumi menjadii suatui yangi makini langkai dani mahal.i Akibatnya,i mafiai  

peradilan,i  komersialisasi,i  dan i komodifikasi i hukum i semakini marak.i 
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 Ibid., h. 175. 
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  “Hukum Progresif  (Penjelajahan Suatu Gagasan)” merupakan artikel 

yang semula dimuat pada Jurnal PPH News Letter Nomor 59/Desember/2004, 

sedangkan  “Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan”  merupakan artikel  

yang  semula  dimuat  pada Jurnal  Hukum  Progresif, 1, 1  (2015).  Keduanya 
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  Dalam berbagai kesempatan Satjipto Rahardjo selalu menekankan bahwa 

hukum  hendaknya  bisa  memberi  kebahagiaan  kepada  rakyat  dan  bangsanya. 

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 

2006), h. 9-10. Pada hlm. xviii buku ini juga dinyatakan, akan menjadi  terlalu  

kecil  apabila  negara  hukum  itu  (hanya)  dipahami  sebagai usaha  agar  perkara-

perkara  diselesaikan  secara  hukum.  Negara  hukum yang akan dibangun dalam 

konteks Indonesia adalah jauh lebih besar daripada itu, yaitu bertujuan “memajukan 

kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan bangsa”, yang berarti memandu bangsa 

menuju kepada kehidupan bahagia. 
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Latari keadaani demikiani yangi mendorongi Sangi Tokohi 

mengajukani gagasani progresif,i yangi disebutnyai sebagaii (tipe)i hukumi 

progresif.i  Melaluii hukumi progresifi ingini dicarii carai untuki mengatasii 

keterpurukani hukumi secarai lebihi bermakna,i dalami artiani pengubahani 

secarai lebihi cepat,i pembalikani yangi mendasar,i pembebasan,i terobosani 

dani lain-lain.i Carai tersebuti dilakukani pertama-tamai dengani 

menempatkani kedudukani manusiai dani kemanusiaani sebagaii wacanai 

utamai ataui primusi dalami pembahasani dani penegakani hukum,i  sehinggai 

dalami suatui polai hubungani antarai hukumi dani manusia,i berlakui 

hubungani “hukumi untuki manusia,i  dan i bukani sebaliknyai manusiai untuki 

hukum”.i  Dalami polai hubungani yangi demikian,i  makai hukumi itui tidaki 

adai untuki dirinyai sendiri, imelainkani untuki sesuatui yangi lebihi besari 

dani luas,i yaitui manusiai dani kemanusiaan.i Sehingga,i setiapi adai masalahi 

dalami dani dengani hukum,i hukum-lahi yangi perlui ditinjaui ulangi dani 

diperbaiki,i  bukani manusiai yangi dipaksa-paksai untuki dimasukkani kei 

dalami  skemai hukum.
30

i Polai hubungani yangi demikiani menunjukkani 

hukumi bukanlahi institusii yangi sterili dani esoterik,i melainkani bagiani sajai 

darii kemanusiaan.i Polai hubungani yangi demikiani menunjukkani hukumi 

bukanlahi institusii yangi sterili dani esoterik,i melainkani bagiani sajai darii 

kemanusiaan.
31

i 
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C. Kerangkai Konseptuali 

1. Konsepi Strategii 

Padai dasarnyai katai strategii berasali darii Bahasai Yunanii kunoi 

yaitui Strategisi yangi secarai harfiahi berartikani “senii umum”i dani 

seiringi perkembangannyai berubahi menjadii katai sifati strategiai yangi 

bermaknai “keahliani militeri yangi belakangani diadaptasii lagii kedalami 

lingkungani bisnisi modern.i Katai strategisi secarai umumnyai bermaknai 

sebagaii suatui pengambilani keputusani untuki melakukani tindakani 

dalami jangkai panjang,i Sedangkani strategii komunikasii yaitui 

mengartikulasikan,i menjelaskani dani mempromosikani adalahi suatui visii 

komunikasii dani satuani tujuani komunikasii dalami suatui rumusani yangi 

baik.i Pembahasani tentangi strategii jugai tidaki terlepasi darii beberapai 

hali sepertii tujuani dani sasaran,i lingkungani sekitar,i kemampuani 

internal,i kompetisi,i pembuati strategi,i dani tentunyai komunikasi.i 

Sebuahi tujuani tidaki akani tercapaii apabilai tidaki adanyai suatui 

perencanaan/strategii yangi sudahi disusuni terlebihi dahulu.i Makai darii 

itui strategii adalahi suatui penggunaani senii kecakapani dani sumberi dayai 

suatui organisasii untuki mencapaii sasarannyai melaluii hubungani yangi 

efektifi dengani lingkungani dalami kondisii yangi palingi menguntungkan.i 

Dengani inii penelitii dapati menyimpulkani bahwai strategii ialahi suatui 

perencanaani panjangi yangi manai rencanai itui disusuni secarai terperincii 
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agari apai yangi menjadii suatui tujuani dapati dicapaii melaluii program-

programi yangi telahi dirancangi sebelumnya.
32

i  

a. Tingkatani Strategii 

Pembentukani perencanaani dani jugai strategii tidaki terlepasi 

darii beberapai tingkatani strategi,i terdapati 4i tingkatani strategii 

sepertii enterprisei strategy,i corporatei strategy,i businessi strategyi 

dani jugai functionali strategy.i Dii dalami bukunyai (Salusu,i 1996:i 

102)i menjelaskani bahwai enterprisei strategyi sangati berkaitani 

dengani responi masyarakat.i Masyarakati ialahi suatui kelompoki yangi 

beradai dii luari organisasii yangi tidaki dapati dikontrol.i Kelompoki inii 

mempunyaii tuntutani yangi sangati bervariasii terhadapi sebuahi 

organisasi,i suatui yangi perlui diberii perhatiani olehi parai penyusuni 

strategii itui sendiri.i Jadi,i yangi dapati disimpulkani ialahi strategii 

dapati menciptakani relasii antarai organisasii dani khalayaki luar,i yangi 

dapati menguntungkani organisasii tersebut.i Strategii itui jugai 

menampakani kesungguhani suatui organisasii dalami bekerjai dani 

berusahai untuki memberii pelayanani terbaiki kepadai masyarakat.i 

Sedangkani corporatei stategyi seringkalii kaitannyai dengani tujuani 

sebuahi organisasii sehinggai seringi disebut isebagaii grandi strategyi 

meliputii suatui bidangi yangi digelutii olehi suatui organisasi.i Hali inii 

memerlukani keputusani strategii dani perencanaani strategii yangi 

selayaknyai jugai disiapkani iolehi pihaki internali setiapi organisasi.i 

                                                 
32

 Winardi, Entrepeneur dan Enterpreneurship, Jakarta: Kencana, 2003, h. 106. 



32 

 

 

Tingkatani strategii selanjutnyai ialahi businessi strategyi yangi manai 

padai tingkati inii menjabarkani bagaimanai merebuti pasarani dii tengahi 

masyarakat.i Dapati menempatkani organisasii dii hatii parai penguasa,i 

parai pengusaha,i parai pejabat,i dani yangi lainnya.i Semuai hali 

tersebuti dimaksudi untuki mendapatkani keuntungani strategii yangi 

sekaligusi mampui menunjangi perkembangani organisasii kei tingkati 

yangi lebihi baik.i Dani yangi terakhiri ialahi fungctionali strategyi yangi 

merupakani strategii pendukungi dani untuki menunjangi suksesnyai 

strategii lain.
33

i 

b. ElemeniStrategii 

Adai beberapi macami elemen-elemeni strategii dalami bukunyai 

sepertii senii situasional,i tujuani dani sasaran,i produki keunggulani 

kompetitif,i polai keputusan,i kebijaksanaani dani program,i destinasi,i 

sumberi dayai dani lingkungan,i programi bertindak,i formuasii strategi,i 

dani pemimpin.i Disinii penelitii akani menjabarkani beberapai hali yangi 

terkaiti dengani permasalahani dii atas,i diantaranyai ialah:i 

1) Tujuani dani Sasarani 

Padai dasarnyai suatui strategii ialahi penetapani darii 

tujuani dani sasarani jangkai panjangi dalami suatui organisasii sertai 

penggunaani serangkaiani tindakani dani alokasii sumberi dayai 

yangi diperlukani untuki mencapaii tujuani tersebut.i Adai 3i 

komponeni pentingi dii dalami sebuahi strategi,i sepertii adanyai 
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tujuani dani sasaran,i carai bertindak,i dani alokasii sumberi dayai 

untuki mencapaii tujuani tersebut.i Dalami hali inii strategii dapati 

disimpulkani sebagaii sasarani sertai polai yangi dirangkai/dibuati 

sedemikiani rupa,o yaitui menjadikani suatui organisasii tersebuti 

menggelutii bisnisi apa,i sertai akani menjadii apai sebuahi 

organisasii itu.i 

2) Keunggulani Kompetetifi 

Strategii itui sendirii adalahi sebuahi produk/lingkupi 

pasar,i keunggulani kompetitifi dani sinergi.i Strategii mencakupi 

ruangi lingkupi yangi dapati diartikani dalami kesesuaiani produki 

ataui pasari dengani wilayahi tertentu.i 

3) Polai Keputusani 

Strategii terlihati lebihi tajami ketikai menegaskani bahwai 

strategii itui sendirii sesungguhnyai adalahi polai keputusani dii 

dalami suatui organisasii yangi membentuki dani menampilkani 

tujuano dani sasarani darii organisasii itu.i Melahirkani sebuahi 

kebijaksanaani dani rencanai untuki mencapaii tujuan.i 

4) Sumberi Dayai dani Lingkungani 

Suatui menejemeni strategii ialahi suatui prosesi 

berkelanjutani yangi mengaitkani secarai efektifi sasarani dani 

sumberi dayai organisasii terhadapi peluangi dii dalami lingkungan.i 

Selaini itu,i strategii sebenarnyai tidaki laini darii suatui rencanai 

kerjai untuki memaksimalkani kekuatani suatui pihaki dalami 
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menghadapii berbagaii kekuatani dii lingkungani usaha.i Dalami 

pembahasani ini,i terlihati bahawai faktori lingkungani telahi 

dipandangi sebagaii faktori yangi memainkani peranani pentingi 

dalami menjalankani organisasii tanpai mengingkarii hubungannyai 

dengani sumberi dayai organisasii itui sendiri.i 

5) Pemimpini 

Pemimpini ialahi salahi satui unsuri barui dalami elemeni 

strategii ini.i ditegaskani bahwai strategii suatui organisasii adalahi 

konseptualisasii yangi diekspresikani olehi pemimpini organisasii 

itui tentangi sasarani jangkai panjang,i kebijaksanaani dani kendala,i 

seperangkati rencanai yangi sedangi berjalani mengenaii tujuani 

jangkai pendeki yangi dipandangi layaki memberikani kontribusii 

bagii pencapaiani sasarani organisasi.
34

i 

2. Konsepi Hakimi Mediatori 

a. Pengertiani Hakimi Mediatori 

Menuruti PERMAi No.1i Tahuni 2016i Pasali 1i (ayat)i 2i Mediatori 

adalahi  Hakimi ataui pihaki laini yangi memilikii Sertifikati Mediatori 

sebagaii pihaki netrali yangi membantui parai pihaki dalami prosesi 

perundingani gunai mencarii berbagaii kemungkinani penyelesaiani sengketai 

tanpai menggunakani carai memutusi ataui memaksakani sebuahi 

penyelesaian.i 
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Mediatori adalahi pihaki ketigai yangi membantui penyelesaiani 

sengketai parai pihak,i yangi manai iai tidaki melakukani intervensii terhadapi 

pengambilani keputusan.i Mediatori menjembatanii pertemuani parai pihak,i 

melakukani negosisasi,i menjagai dani mengontroli prosesi negosiasi,i 

menawarkani alternatifi solusii dani secarai bersama-samai parai pihaki 

merumuskani  kesepakatani penyelesaiani sengketa.i Meskipuni mediatori 

terlibati dalami menawarkani solusii dani merumuskani kesepakatan,i bukani 

berartii iai yangi menentukani hasili kesepakatan.i Keputusani akhiri tetapi 

beradai dii tangani parai pihaki yangi bersengketa.i Mediatori hanyalahi 

membantui mencarii jalani keluar,i agari parai pihaki bersediai duduki 

bersamai menyelesaikani sengketai yangi merekai alami.
35

i 

Mediatori dapati jugai mengemukakani sarani tentangi substansii 

pemecahani masalahi selaini tentangi prosesi perundingani itui sendiri.i Akani 

tetapi,i perani mediatori yangi terlalui aktifo dalami hali substansii dapati 

menimbulkani resiko,i yaitui bahwai hasili perundingani dapati dipandangi 

olehi parai pihaki ataui salahi satuo pihaki bukani merupakani hasili darii 

pemikirani merekai sendirii tetapii pemikirani darii mediator,i sehinggai parai 

pihaki ataui salahi satui pihaki tidaki sepenuhi hatii menerimai hasili akhiri 

ataui kesepakatan.i 

Darii beberapai pengertiani dii atasi makai penelitii mengambili 

kesimpulani bahwai Hakimi Mediatori adalahi pihaki yangi bersifati netrali 

dani tidaki memihak,i yangi berfungsii membantui parai pihaki dalami 
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mencarii berbagaii kemungkinani penyelesaiani sengketa.i Mediatori tidaki 

mempunyaii kekuasaani untuki memaksakani suatui penyelesaiani padai 

pihak-pihaki yangi bersengketa.i Keterlibatani mediatori dalami prosesi 

perundingani adalahi untuki membantui parai pihaki yangi bersengketai 

dalami prosesi perundingan.i 

b. Tugasi dani Fungsii Hakimi Mediatori 

Dalami menjalankani tugasnyai sebagaii seorangi mediator,i mediatori 

jugai mempunyaii sejumlahi kewenangani dani tugasi dalami mediasi.i 

Mediatori diberikani kewenangani olehi parai pihaki melakukani tindakani 

dalami rangkai memastikani bahwai mediasii sudahi berjalani sebagaii 

mestinya.i Adapuni yangi menjadii tugasi seorangi mediator:i 

1) MelakukaniDiagnosisiKonfliki 

Tugasi pertamai yangi dilakukani mediatori adalahi mendiagnosisi 

konfliki ataui sengketa.i Mediatori dapati mendiagnosisi sengketai sejaki 

pramediasi,i yangi bertujuani untuki mengetahuii bentuk-bentuki 

persengketaan,i latari belakangi penyebabnyai dani akibati darii 

persengketaani bagii parai pihak.i Atasi dasari diagnosisi sengketa,i 

mediatori dapati menyusuni langkahi  negosiasi,i mencarii alternatifi 

solusi,i mempersiapkani pilihani yangi mungkini ditawarkani kepadai 

keduai belahi pihaki dalami penyelesaiani sengketa.i  

2) Mengidentifikasii Masalahi Sertai Kepentingani Kritisi Parai Pihaki 

Mediatori jugai mengarahkani parai pihaki untuki menyampaikani 

kepentingan-kepentingani merekai dalami persengketaani tersebut.i 
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Dalami prakteknya,i parai pihaki menyampaikani secarai sistematisi dani 

runtuti pokoki sengketai dani kepentingani masing-masing.i Olehi karenai 

itui mediatori bertugasi mengidentifikasii dani menyusuni secarai 

sistematisi pokoki persengketaani dani kepentingani parai pihak.i 

3) Menyusuni Agendai 

Dalami agendai mediasii memuati sejumlahi hali antarai lain:i 

waktui mediasii, durasii waktui tiapi pertemuan,i tempati mediasi,i parai 

pihaki yangi hadir,i mediator,i persoalani pokoki yangi dipersengketakani 

dani hali laini yangi dianggapi perlui olehi keduai belahi pihak.i 

4) Memperlancari dani Mengendalikani Komunikasii 

Mediatori bertugasi membantui parai pihaki untuki memudahkani 

komunikasii mereka,i karenai dalami prakteknyai banyaki ditemukani 

parai pihaki malui dani segani untuki mengungkapi persoalani dani 

kepentingani mereka.i 

Mengenaii tugasi mediatori dalami Peraturani Mahkamahi Agungi 

No.i1i Tahuni 2016i dalami Pasali 15i yangi dirangkumi dalami 4i Pasali 

yaitu:i 

a) Mediatori wajibi mempersiapkani usulani jadwali pertemuani 

mediasii  kepadai parai pihaki untuki dibahasi dani disepakati;i 

b) Mediatori wajibi mendorongi parai pihaki untuki secarai langsungi 

berperani dalami prosesi mediasi;i 

c) Apabilai dianggapi perlu,i mediatori dapati melakukani kaukus;i 

d) Mediatori wajibi mendorongi parai pihaki untuki menelusurii dani 

menggalii kepentingani merekai dani mencarii berbagaii pilihani 

penyelesaiani yangi terbaiki bagii parai pihak.
36

i 

Adapuni Fungsii Mediatori terdirii atas:i 
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a) Mengontroli prosesi dani menegaskani aturani dasari 

Mediatori berwenangi mengontroli prosesi mediasii sejaki awali 

sampaii akhir.i Mediatori jugai mengawasii sejumlahi kegiatani 

tersebuti melaluii penegakani aturano mediasio yangi telahi disepakati.i 

Dani mediatori memilikii kewenangani untuki mengajaki parai 

pihaki kepadai kesepakatani awal,i jikai salahi satui pihaki melanggari 

kesepakatani sebelumnya.i Misalnya,i padai tahapi pertemuani pertamai 

disepakatii bahwai parai pihaki tidaki akani melakukani interupsii 

(menyela).i 

b) Mempertahankani strukturi dani momentumi dalami negosisasii 

Mediatori berwenangi menjagai dani mempertahankani strukturi 

dani momentumi dalami negoisasi.i Esensii mediasii terletaki padai 

negoisasi,i dimanai parai pihaki diberikani kesempatani melakukani 

pembicaraani dani tawar-menawari kepentingan,i dani pilihan-pilihani 

yangi mungkini dicapai.i Dalami hali inii mediatori menjagai dani 

mempertahankani struktur negosiasii yangi dibanguni tersebut.i 

c) Mengakhirii prosesi bilamanai mediasii tidaki produktifi lagii 

Prosesi mediasii seringi ditemukani parai pihaki sangati suliti 

berdiskusii secarai terbuka.i Adai duai pertimbangani penghentiani 

mediasii yangi dilakukani olehi mediator.i Pertama,i iai menghentikani 

prosesi mediasii untuki sementarai waktu,i gunai memberikani 

kesempatani kepadai parai pihak.i Kedua,i mediatori menghentikani 
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prosesi mediasii dengani pertimbangani hampiri dapati dipastikani 

tidaki adai celahi yangi mungkini dimasukii untuki diajaki negosiasi.i 

c. Kompetensi Hakim Mediator  

Kompetensii akan menentukani berhasil tidaknya seorangi mediator  

dalam menyelesaikan sengketai para pihak. Pengetahuani yang banyak 

belumi tentu menjamini keberhasilan mediatori dalam melaksanakani 

mediasi, tanpai dibarengi dengani sejumlahi kompetensi. 

Mediatori dalam menjalankan perannyai memiliki sejumlah          

kompetensi, yaitu: kompetensi membangun kepercayaan, kompetensi 

memecahkani masalah, kompetensi meredami ketegangan, dan kompetensi 

merumuskani kesepakatan yaitu sebagai berikut: 

1) Kompetensii Membangun Kepercayaani 

Mediatori harus mengetahui, mengidentifikasikani, dan memahami 

perasaani yang dialami olehi para pihaki yang bersengketai dalam 

perceraian. Mediatori menumbuhkan rasai memiliki bersamai dengan 

parai pihak, guna merumuskani berbagai solusii atas berbagaii persoalan 

mereka. Caranya sangati tergantung dari kebiasaani dan kulturi yang 

melingkupii parai pihak. 

Mediatori harus menitikberatkani kepentingan padai keduai belah 

pihak. Parai pihak biasanya menyampaikani kepentingani yang berbeda 

satui sama lain mengenaii persoalan yangi merekai sengketakan. Caranya 

sangati tergantung dari kebiasaani dan kulturi yang melingkupi para pihak 

yangi bersengketa. 
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2) Kompetensii Memecahkani Masalahi 

Kompetensii memecahkan masalahi adalahi kompetensi yangi paling 

esensial dalami prosesi mediasi, karenai inti mediasii adalahi 

menyelesaikani persengketaan terjadi antari para pihaki percerian.  

Dalami memecahkan masalahi mediator melakukani beberapa 

langkahi penting berupa; mengajaki para pihak untuki fokus padai hal-hal 

positif, fokusi pada persamaani kepentingani dan kebutuhan, fokusi pada 

penyelesaiani masalah untuki masa depan, memperlunaki tuntutan, 

ancamani dan penawarani terakhir, dan mengubahi suatu permintaani 

atau posisi absolut menjadi suatui bentuk penyelesaiani 

3) Kompetensi Merumuskan Kesepakatan 

Apabilai para pihak telah berundingi terhadap sejumlahi persoalan 

yang dipersengketakan, mediatori perlu merumuskani kesepakatan 

tersebuti dalam bentuk tertulis. Perumusani kesepakatan, mediator 

mengajaki para pihak secarai bersama-sama memberikani tanggapan, 

kesepakatani tersebut sudah sesuaii dengan pembicaraani yang telah 

berlangsungi yang iesensial ataukah imereka bersedia untuki 

melaksanakannya. 

Berdasarkani uraian di atas dapat dijelaskan bahwai kompetensi hakim 

sebagaii mediator adalah mediator harusi mengetahui, mengidentifikasikan, 

dan memahamii perasaani yang dialami olehi para pihak, kompetensi 

memecahkani masalah adalah kompetensii yang paling esensiali dalam 

proses imediasi, karena inti mediasi adalahi menyelesaikan ipersengketaan 
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yang terjadi antar para pihak, persoalan yang dipersengketakan, maka 

mediator perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. 

d. Kulturi Hakimi Mediatori 

Hakimi mediator adalah pihaki ketiga yang impartial, berperani sebagai 

perantarai yang menolongi para pihak bersengketai dalam usahai mencari 

penyelesaiani permasalahani yang terjadi mediatori sebagai pihak netral yang 

membantui para pihak dalami proses perundingani guna mencari berbagai 

kemungkinani penyelesaian sengketai tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan isebuahi penyelesaian. 

Hakimi mediator adalahi orang yang dipilih sebagai mediator dalam 

suatui proses penyelesaiani sengketai karena ia memiliki relasi dengani salah 

satu pihaki atau para pihak iyang bersengketa.
37

 

Relasi yang adai antara kulturi hakim mediatori ini dengan para pihak 

bukanlahi relasi yang barui saja tercipta ikarena adanya sengketa, tetapi 

merupakani relasi yangi telah ada sebelumnyai dan akan terusi ada tanpa 

dipengaruhii akhir dari penyelesaian sengketai yang sedangi terjadi. Kultur 

hakimi mediator ini tidak harus netral, artinya ia dapat berasal dari salahi satu 

pihak, diharapkani bersikap adili dan dipercaya. 

Kulturi hakim mediatori ini dengan menggunakani istilah yangi berasal 

dari “confianza mediation”: seseorang dipilih sebagaii mediatori didasarkan 
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atas kepercayaan, dimanai mengenal dia dengani baik dan percayai bahwa 

orang tersebuti dapat menjagai kerahasiaan.
38

  

Dalami PERMA tentang Mediasii ditegaskan bahwai mediator adalah 

pihaki netral yangi membantu para pihak dalam prosesi perundingan guna 

mencarii kemungkinani penyelesaian sengketa tanpai menggunakan cara 

memutusi atau memaksakani sebuah penyelesaian. 
39

Dengani demikian, 

tanggungi jawab hakim yangi tadinya hanyai sekedar memutuskani atau 

menetapkani suatu perkara kini berkembangi menjadi mediatori yang harus 

menengahii dan mendamaikan. Melalui mediasii memberikan peluang yang 

adil kepadai para pihak untuki terlibat dan dihargaii didalam proses 

penyelesaiani perkaranya. 

3. Konsepi Penyelesaiani Sengketai 

Padai dasarnya penyelesaiani sengketa dapat dan biasanyai 

dilakukan menggunakani dengan dua cara yaitu penyelesaiani sengketa 

melaluii Lembagai litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaiani sengketa 

melaluii non-litigasii (di luar pengadilan). 

a. Penyelesaiani Sengketa iSecara Litigasi 

Peraturani perundang-undangani tidak ada yang memberikani 

definisi mengenaii litigasi, namuni dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 

30/1999 tentangi Arbitrasei yang pada intinyai mengatakan bahwai 

sengketa dalami bidang perdata dapati diselesaikan parai pihak melalui 
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alternatifi penyelesaian sengketai yang dilandasi itikadi baik dengan 

mengesampingkani penyelesaian secara litigasii di Pengadilan Negeri.
40

 

Sehinggai dapat disimpulkan bahwa litigasii merupakan proses 

menyelesaikani perselisihan hukumi di pengadilan yang mana setiap pihak 

bersengketai memiliki hak dan kewajibani yang samai baik untuk 

mengajukan gugatani maupun membantahi gugatan melalui jawaban.
41

 

Penyelesaiani sengketa secara litigasi merupakani upaya penyelesaian 

sengketai melalui Lembaga pengadilan. Menuruti Frans Hendrai Winarta 

dalami bukunya yangi berjudul Hukum Penyelesaiani Sengketa mengatakan 

bahwai litigasi merupakani penyelesaian sengketai secara konvensional 

dalami dunia bisnisi seperti dalami bidang perdagangan, perbankani, proyek 

pertambangan, minyaki dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. 

Proses litigasii menempatkan para pihaki saling berlawanani satu sama lain. 

Selain itu, penyelesaiani sengketa secarai litigasi merupakan saranai akhir 

(ultimum remidium) setelahi upaya-upaya alternatifi penyelesaian sengketa 

tidaki membuahkan hasil.
42

  

Penyelesaiani sengketa melalui litigasi memilikii kelebihani dan 

kekurangan. Proses penyelesaiani sengketa melalui pengadilan 

menghasilkani suatu keputusani yang bersifat adversarial yangi belum 

                                                 
40

 Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh 

para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan 

mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri. 
41

 Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap 

Mediasi  dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non- 

Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 

Februari 2019. 
42

 Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia 

dan Internasional. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.2012 H. 1-2 

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif
https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif


44 

 

 

mampui merangkul kepentingani bersama karenai menghasilkan suatu 

putusan win-lose solution. Sehinggai pasti akan ada pihak yangi menang 

pihaki satunya akan kalah, akibatnyai ada yang merasai puas dan ada yang 

tidak isehingga dapat menimbulkani suatu persoalan ibaru di antara para 

pihak iyang bersengketa. Belum ilagi proses ipenyelesaian sengketa yang 

lambat, waktu iyang lama dan biaya iyang tidak tentu sehingga idapat 

relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut iselain karena banyaknya 

perkara yang harus idiselesaikan tidak sebanding idengan jumlah pegawai 

dalami pengadilan, juga karenai terdapat tingkatani upaya hukumi yang 

bisai ditempuhi para pihak sebagaimana dijamin olehi peraturan 

perundang-undangan yangi ada di Indonesiai yaitu mulai tingkatt ipertama 

di Pengadilani Negeri, Bandingi di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah 

Agungi dan yang terakhiri Peninjauan Kembalii sebagai upaya hukumi 

terakhir. Sehinggai tidak tercapaii asas pengadilani   cepat, sederhanai dan 

biayai ringan 

b. Penyelesaiani Sengketai Secarai Non-Litigasi 

Rachmadii Usman mengatakani bahwa selaini melalui litigasi 

(pengadilan), penyelesaiani sengketa juga dapati diselesaikani  melalui jalur 

non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanyai disebut dengani Alternative 

Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanyai disebut 

dengani Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).
43
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Terhadapi penyelesaian sengketai di luar pengadilani (di Indonesia 

dikenal dengan nama APS) telah memilikii landasan hukumi yang diatur 

dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipuni pada prakteknya 

penyelesaian sengketai di luar pengadilani merupakan nilai-nilai budaya, 

kebiasaani atau adat masyarakati Indonesia dani hal ini sejalani dengan cita-

cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah 

dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun 

adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, 

dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum 

berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. 

Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat 

dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
44

  

Pembahasan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin ramai 

dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan 

dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah Alternatif Penyelesaian 

Sengketa merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan 

penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan 

arbitrase. Ada yang mengartikan  Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai 

Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. 
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Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS 

sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau 

penilaian ahli. Sedangkan Alternative to Adjudication meliputi penyelesaian 

sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.
45

 

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di 

Indonesia terdapat 6 (enam) Alternatif Penyelesaian Sengketa diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Konsultasi 

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara 

satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain 

yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada 

klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya 

tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan 

ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak 

terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” 

dalam melakukan konsultasi.
46

  

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, peran dari konsultasi dalam menyelesaikan 

sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat 

(hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai 
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keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para ihak 

yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan 

kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa 

yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. 

b. Negosiasi 

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 

tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak 

diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam 

Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para 

pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang 

timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut 

dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari 

ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai 

salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.  

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih 

Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang 

untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki 

berbagai kepentingan yang sama meupun yang berbeda.
 47 

Hal ini selaras 

dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa 

negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan 

dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis 
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dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesian atau jalan keluar dari 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
48

  

c. Mediasi 

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut 

PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak 

dengan dibantu oleh Mediator.
49

  

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 

(3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa 

yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian 

sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli 

maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah 

negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian 

mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu 

dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka 

sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga 

dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan 

kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak 

membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang 
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sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana 

keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.
50

 

d. Konsiliasi 

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam 

UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai 

salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan 

dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam 

penjelasan umum.  

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah 

fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi 

yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan 

menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, 

solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang 

terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang 

bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak 

ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki 

kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk 

menyelesaikan sengketa secara damai.
51

 

e. Penilaian Ahli 

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli 

merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
27
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Penilaian ahli merupakan cara penyelesian sengketa oleh para pihak 

dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang 

sedang terjadi. 

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak 

hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan 

pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu 

perjanjian pokok, melainkan juga dapar memberikan konsultasi dalam 

bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang 

meemrlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. 

Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu 

masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang 

akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, 

maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah 

satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oeh para 

pihak untuk memerjelas pelaksanaannya.
52

 

f. Arbitrase 

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 

59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa 
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perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
53

  

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa 

arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk 

mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang 

mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi 

atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari 

penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini 

dirasakan memerlukan waktu yang lama. 

4. Konsep Perceraian 

a. Pengertian Perceraian 

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 

pisah atau putus.
54

 Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq 

dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan 

perkawinan.
55
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Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan 

dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.
56

  

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: 

1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk 

memutus hubungan perkawinan di antara mereka. 

2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan 

yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha  Kuasa. 

3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 

putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan 

yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti 

berlaki-bini (suami istri).
57

 

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka 

ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga 

sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari 

berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih 

sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam 

istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk 

perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, 
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maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena 

meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang 

khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.
58

 

Dari berbagai defenisi tentang perceraian di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan 

antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu 

dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di 

depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri 

berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, 

sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak 

lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. 

b. Dasar Hukum Perceraian 

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, 

rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap 

pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan 

dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. 

Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur‟an dan al-Hadits, berikut: 

      

     

     

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan 

kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan 
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karunianya. Dan Allah maha luas (Karunianya) lagi maha 

bijaksana.
59

( An-Nisaa:130) 

 

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh 

sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan 

karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan 

suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap 

memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan 

catatan talak yang di lakukan bukan ba‟in kubro, sebagaimana firman Allah 

dalam surat al-Baqarah ayat 229, dibawah: 

    
   
      

   
     

     
     

    
     

     
    

      
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak 

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan 

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya 

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 

ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang zalim”
60

 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat 

dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami 
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mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk 

merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan 

orang lain dan telah bercerai.
61 

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-

Thalaq ayat 65, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak 

yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau 

dinamakan talak sunni.
62

 

Syarah hadist menurut al-Asqallani dalam Fath al-Bari, juz 10, hal. 

447, menjelaskan perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi 

karena tidak ada sebab yang jelas. Menurut al-Khattabi, dalam „Aun al- 

Ma‟bud Syarh Sunan Abi Daud, juz 6, hal. 226, menjelaskan maksud 

dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan 

terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya 

kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain 

yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah sendiri membolehkan 

perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri 

beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.
63

 

c. Macam-macam Perceraian 

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi 

menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya. 

Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain: 
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1) Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam 

bentuknya: 

a) Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu 

kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci dari 

haid.  

b) Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang 

diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada 

waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid 

belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak 

itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi. 

2) Talak bid‟ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, 

terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu: 

a) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat 

b) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak 

yang dijatuhkan sesudah dua kali talak. 

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali 

dijatuhkan yaitu: 

1) Talak raj‟i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. 

Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak 

melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. 

Termasuk dalam talak raj‟i ialah: 

a) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu 

pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh. 
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b) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim 

Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah 

tidak akan mencampuri istrinya. 

c) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan 

Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses 

syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh. 

2) Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk 

lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri 

sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses 

perkawinan kembali, yang terdiri dari: 

a) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu 

pembayaran (iwadh). 

b) Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum 

campur (setubuh). 

3) Talak bain besar (bain kubra) yaitu: 

a) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat 

rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini 

lebih dahulu oleh orang lain. 

b) Perceraian karena li’an (tuduhan berzina) antara bekas suami istri 

tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.
64

 

Menurut KUHPer Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua 

kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka. 
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Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama 

kali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri 

itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan muhallil (si istri sudah 

kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai). 

Demikian juga terlihat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan 

yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka 

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing- 

masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain. 

d. Akibat Perceraian  

Terhentinya perkawinan tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian 

itu baru timbul pada saat sampai terdaftarnya putusan pengadilan. Hal ini 

perlu diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena 

perkawinan. Perkecualian yang diatur dalam Pasal 223 KUHPer, yang 

mengatakan bahwa terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka 

pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain 

dalam masa perkawinan. 

Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang 

masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut: 

1) Akibat terhadap Istri 

Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu 

semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat 
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itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak 

kawin.
36

 Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi 

mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami 

berkewajiban memberi mut‟ah kepada istri yang ditalak yakni suatu 

yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan 

suami.
65 

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam 

yang dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, 

maka bekas suami wajib:
 

a) Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. 

b) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama 

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyus 

dan dalam keadaan tidak hamil. 

c) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh 

apabila qobla al dukhul. 

d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.
66

 

2) Akibat terhadap Harta Kekayaan 

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di 

mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi 

perceraian harta bersama diatur menurut Undang- undang Nomor 1 
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Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:
39 

Pasal 35: 

a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama. 

b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda 
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah 

di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

 

Pasal 36: 

a) Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak 

atas persetujuan kedua belah pihak. 

b) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai 

harta bendanya  

 

Pasal 37: 

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama 

diatur menurut hukumnya masing-masing”. 

 

Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, 

maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, 

mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi 

diri sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian, harta 

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, perpecahan pikiran 

yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) 

dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai 

harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian. 

Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada 

artinya, hukumnya masing-masing yakni jawabannya hukum agama, 

hukum adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus 

bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama 
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diatur menurut Hukum Agama bekas suami istri itu dan jika Agama 

mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka 

diberlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada 

hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka 

hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 dan umumnya bertentangan dengan Demokrasi 

Pancasila.
67
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenisi Penelitiani 

Jenisi penelitian terbagi menjadii dua, yakni penelitian hukum 

Nomatif dan Penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Normatif 

dilakukani dengan melihat atau meneliti bahan pustakai atau penelitian 

hukumi kepustakaan, sedangkan ipenelitian hukum Empiris yaitui penelitian 

yang dilakukani dengan meneliti data Primer. Pada umumnyai penelitian 

Hukumi Empiris yaitu penelitiani yang bertujuan untuki mempelajari secara 

mendalami satu individu, kelompok, institusii atau masyarakat tertentu 

tentangi latar belakang, keadaan, serta interaksii sosial yangi terjadi di 

dalamnya. Penelitiani penulis sendirii termasuk ke dalam penelitian Hukum 

Empiris i(Yuridis Empiris) karena penulisi melakukan penelitiani terhadap 

tekniki mediasi di Pengadilan Agamai Palangka Raya, dimanai ingin 

mengetahuii kreativitas hakimi mediator dalam melakukani mediasi di 

Pengadilani Agama Palangka Raya dalami upaya penyelesaiani perkara 

perceraian. 

2. Pendekatani Penelitiani 

Penelitiani ini menggunakani beberapai pendekatan. Pertama, 

pendekatani perundang-undangan (statute approach), yaitu sebuah 

pendekatani dengan menelaahi regulasi yangi berkaitan dengan teknis 
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mediasii yang tercantumi dalam bahani hukum pada datai sekunder 

penelitian. Kedua, pendekatani kasus i(case approach),yaitu peneliti 

mencobai membanguni argumentasi hukum yangi terjadi dilapangan, 

tentunyai kasus tersebuti erat kaitannyai dengan kasusi atau peristiwa 

hukumi yang terjadi di lapangani yaitu keberhasilani hakim mediatori 

dalami menyelesaikan perkarai perceraian. Ketiga, pendekatani konseptual 

(conceptual approach)i, yaitu beranjaki dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrini yang berkembangi di dalam ilmui hukum untuki 

menemukani ide-ide yang melahirkani konsep-konsep hukum, asas-asas 

hukumi yang revelan. Pendekatan ini akani peneliti gali dari data primer 

penelitian.
68

 

Penelitiani ini menggunakani pendekatan kualitatifi deskriptif. 

Pendekatani merupakan metodei atau cara mengadakan ipenelitian 

sebagaimanai halnya penelitian inon eksperimen yang dari segii tujuannya 

akan diperolehi jenis atau tipe yang di ambil.
69

  Deskriptif sendiri dapat 

diartikani sebagaii suatu metodei dalam meneliti sekelompoki manusia, 

objek, bahkani suatu sistem persepsii atau suatu kelasi peristiwa pada masa 

sekarangi yang bertujuani menggambarkan secarai sistematis, faktual dan 

akurati mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antari fenomena yang diselidiki. 

Pendekatani kualitatif deskriptifi dalam penelitiani ini dimaksudkan agar 
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Empiris, Depok: PrenadaMedia Group, 2018, hlm. 149. 
69
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dapati mengetahui dan menggambarkani apa yang terjadii di lokasi 

penelitiani secara lugasi dan rinci.
70

 

B. Subjeki Dan Objeki Penelitian 

Objeki dalam penelitiani ini adalah Kreativitasi Hakim Mediator 

Terhadap iMediasi Dalami Proses Perkarai Perceraian di Pengadilani Agama 

Palangka Raya. Sedangkani subjek penelitiani adalah sumberi utama data 

penelitian, yaitu, yang imemiliki data mengenaii variabel-variabeli yang 

diteliti.
71

 Dalam hal penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 5 

(lima) orang hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya dan 3 (tiga) 

orang sebagai informan. Dalam menentukan subjek, peneliti merumuskan 

beberapa kriteria hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai 

berikut: 

a. Mempunyai Sertifikat Mediator 

b. Minimal 2 tahun menjabat sebagai hakim Mediator 

c. Bertempat tinggal di kota Palangka Raya 

Menjawabi beberapa rumusani masalah dalam penelitian ini selain 

hakim mediator, peneliti juga memilih beberapa informan di antaranya para 

pihak yang pernah dimediasi dan dinyatakan berhasil di Pengadilan Agama 

Palangka Raya.  

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar 

mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian 
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peneliti mengenai  Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak 

dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.   

C. Waktui Dan Tempati Penelitiani 

1. Waktu Penelitian 

Alokasii waktu yangi digunakan dalami penelitian ini dilaksanakani 

selama 12 (dua belas) bulan, yaitu terhitung sejak sidang penerimaan judul 

pada bulan Maret 2021 sampai dengan ujian Tesis bulan Maret 2022. Adapun 

tabel matrik sebagai berikut: 

Tabel 3 

Alokasi Waktu Penelitian 

No Tahapani Kegiatani 

Waktu Pelaksanaan 

Mar-

Apr 

Apr-

Mei 

Mei-

Agu

stus 

Sep-

Des. 

Jan- 

Mar. 

Mar

et 

1. Penerimaani Judul 

Proposali 

X      

2. Prosesi Pembuatan 

Proposal BAB I, II, dan 

IIIi 

 X     

3. Prosesi Bimbingan 

Proposali dan Seminari 

  X X   

4 Prosesi Penelitiani Ke    X   
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PA dan Pembuatani Draf 

Tesisi 

5 Prosesi Bimbingan i     X  

6 Ujiani Tesisi      X 

2. Tempati Penelitian 

Tempati untuk melakukan penelitiani mengenai “Strategi Hakim 

Mediator Dalami menyelesaikan Perkara Perceraiani Di Pengadilan Agama 

Palangka Raya” yang bertempati di jalan Kapten Pierre Tendean, km 1 

Tjilik Riwut Palangka Raya. Lokasi penelitiani ini dipilihi dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Pengadilani Agamai Palangka Raya adalah tempati diselenggarakannya 

mediasii pada pengadilan tingkati pertema, sehinggai sangat menentukan 

perkarai tersebut tetap dilanjutkani atau dilakukannyai perdamaian. 

b. Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Palangka Raya 

sangat tinggi terutama masalah perceraian. 

D. Sumberi Datai Penelitiani 

1. Sumberi Datai Primeri 

Datai Primer adalahi data yangi didapat langsungi dari masyarakat 

sebagai sumberi pertama dengani melalui penelitian lapangan. Perolehani 

data primeri dari penelitiani lapangan dapat dilakukan baik melalui 
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pengamatani dan iwawancara.
72 

Peneliti menggunakani data perkarai dan 

laporani mediasi serta hasil wawancarai dengan hakim-hakim mediatori 

yangi berhasil memediasi perkarai tersebut. 

Adapun data primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hakimi Mediator Pengadilani Agama Palangkai Raya 

b. Ketuai Pengadilani Agama Palangka Rayai 

c. Masyarakati yang telahi di mediasi yangi dinyatakan berhasil 

2. Sumberi Data Sekunderi 

Datai sekunder yaitui data-data yang erat hubungannyai dengan data 

primer, dan dapati membantu menganalisisi dan memahami data primer.
73

 

Diantaranyai adalah PERMA No.1 Tahun 2016 Tentangi Prosedur Mediasi 

sertai buku-buku yangi relevan dengani topik pembahasani penelitian ini. 

Sedangkani data sekunderi dalam penelitiani ini terdiri dari dua 

bahan yakni: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-undangi No. 1 Tahuni 1974 jo Undang-undang Nomori 

16 Tahun 2019. 

2) PERMA No. 1 Tahun 2016 

b. Bahan Hukum Sekunder 

1) Tugas dan Fungsi Mediator 

2) Pedoman Mediasi 
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3) Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Tekniki Pengumpulani Data 

Tekniki pengumpulan datai dalam penelitiani ini adalah dengan 

menggunakani metode wawancarai dan dokumentasi. Secara rincii teknik 

pengumpulani data tersebuti adalah sebagaii berikut: 

1. Observasii 

Observasii atau pengamatani juga merupakan kegiatani kesehariani 

manusiai dengan menggunakani pancaindra matai sebagai alat bantu 

utamanya. Oleh karena itu, observasii adalah kemampuan seseorangi  untuk 

menggunakani pengamatannya melalui hasili kerja pancaindra matai serta 

dibantu dengani pancaindrai lainnya.
74

 

Observasii yang dilakukan olehi peneliti yaitui dengan melakukani 

pengamatani secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukani untuk 

mendapatkani data yang dibutuhkani mengenai strategi Hakim Mediator 

mendamaikani para pihak dalami perkara perceraian di Pengadilani Agama 

Palangka Raya. 

2. Wawancara 

Wawancarai adalah prosesi tanya jawabi dalam penelitiani yang 

berlangsungi secara lisan dalami mana dua orang atau lebihi bertatapi muka 

mendengarkani secara langsungi informasi-informasi atau keterangan- 

keterangan. Wawancarai yang digunakani peneliti adalah wawancarai bebas 
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 Widodoi, Metodologii Penelitian iPopulr & Praktis, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 
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terpimpin, yaknii metode interviewi yang dilakukani dengan membawa 

pedomani yang hanyai merupakan garisi besar tentangi hal-hal yang akan 

ditanyakan. Pengambilani sampel dengani cara Accidental Sampling yaitu 

pengambilani sampel dengan jalani mengambili individu siapai saja yang 

dapati               di jangkau atau ditemui.
75

 

3. Dokumentasii 

Tekniki pengumpulani data dengan dokumentasi, yaknii dengan 

mempelajarii dokumen-dokumen yangi berhubungani dengan masalahi 

yangi penyusun teliti. Menuruti sugiyono, dokumen merupakan catatan- 

catatani peristiwa yang telahi lalu, bisa berbentuki tulisan, gambari, atau 

karyai monumentali seseorang.
76

 

Adapuni data yangi digali melalui tekniki dokumentasi dalam 

penelitiani ini antara laini berupa: 

a. Gambarani umum lokasii penelitian; 

b. Rekapitulasii data mediasi;  

c. Daftari hakimi mediator; 

d. Biodatai para respondeni yang dijadikani subjek penelitian; 

e. foto-fotoi penelitian dani hasil wawancara; dan  

f. Dokumeni lain yangi berkaitani dengan aspeki yang ingini diteliti. 
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F. Pengabsahani Datai 

Pengabsahani data dalami penelitian ini dilakukani dengan teknik 

Trianggulasi. Trianggulasii berarti melakukani pengecekani ulang dan atau 

semacami cek auditi atas data-data dan bahan-bahan yangi telah berhasil 

dikumpulkani dengan tujuani untuk menjagai kebenarani atau kemurniani 

data.
77

 Denzini membedakani empat macami trianggulasii sebagai teknik 

pemeriksaani yang memanfaatkani penggunaan sumber, metode, penyidiki dan 

teori.
78

  

Tekniki yang digunakani dalam penelitiani ini adalah sumber, yaitu 

membandingkani dan mengeceki balik derajat kepercayaani suatu informasi 

yangi diperoleh melalui waktui dan alat yang  berbedai dalam metode 

kualitatif.
79

  

Menuruti Patton yang dikutipi oleh Sabian Utsman tentangi keabsahan 

datai dapat dicapaii dengan jalani sebagai berikut: 

1. Membandingkani data hasili pengamatan dengani datai hasili 

wawancara; 

2. Membandingkani apa yang dikatakani orang didepan umumi dengan 

apai yang diakatakan secarai pribadi; 

3. Membandingkani apa yang dikatakani orang-orang tentangi situasi 

penelitiani idengan apa yang dikatakannya sepanjangi waktu; 
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4. Membandingkani keadaani dan perspektif seseorangi dengan berbagai 

pendapati dan pandangani orang seperti rakyati biasa, orangi yang 

berpendidikani menengah atau tinggi, orangi berada, orang 

pemerintahan; 

5. Membandingkani hasil wawancarai dengan isi suatui dokumen yang 

berkaitan.
80

 

Berdasarkani uraiani di atas tekniki tringgulasi sumberi yang peneliti 

gunakani dalam penelitiani ini adalahi sebagai berikut: 

1. Membandingkani data hasil pengamatani para hakimi mediator yang telah 

diperolehi dengan datai hasili wawancara. 

2. Membandingkani apa yang dikatakani hakim mediatori dengan apa yang 

dikatakani didapatkan dari parai pihak yangi berperkara.  

3. Membandingkani hasil wawancarai yang diperolehi dari hakimi mediator 

dan parai pihak dengani isi suatu dokumeni yangi berkaitan. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelahi data primer dan datai sekunder diperolehi lengkap, selanjutnya 

dianalisis dengani peraturan yang berkaitani dengan masalahi yang diteliti. 

Kasus yang di analisai adalah kasus yang didapat dan didengar olehi peneliti di 

lapangani saat wawancara berlangsung. Analisis dilakukani secara induktif, 

yaitu mencari kebenarani berangkat dari hal-hal yang bersifati khusus ke hal 

yangi bersifat umumi guna memperolehi kesimpulan. Peneliti mencoba 
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menggambarkani dan menganalisai data mulai dari tahapi pengumpulan, 

penyusunani data kemudian dianalisis dan diinterpretasi terhadapi data tersebut.  

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis komparatif yaitu 

mendeskripsikan, menggambarkan dan membandingkan bagaimana Strategi 

Hakim Mediator mendamaikan para pihak dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. 

H. Sistematikai Penulisani 

Dalami tesis ini, penelitii membahasi beberapa hali yang 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUANi, terdirii dari: latar belakangi masalah, 

rumusani masalah, tujuani penelitian, dan kegunaani penelitian. 

BAB II. TINJAUANi PUSTAKA, terdirii dari: penelitiani terdahulu, 

kerangkai teori, dan tinjauan konsepsionali mengenai strategii hakim mediator 

dalami menyelesaikani perkara. 

BAB III. METODEi PENELITIANi, terdiri dari: jenisi dan 

pendekatani penelitian, subjek dan objeki penelitian, waktui dan lokasi 

penelitan, sumberi data penelitian, tekniki pengumpulan data, Pengabsahan 

data, tekniki analisis data, sistematikai penulisani dan kerangkai pikir. 

BAB IV. HASILi PENELITIANi, pada babi ini penelitii memaparkan 

gambarani umum lokasii penelitiani dan laporani hasil penelitiani.  
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BAB V. ANALISISi HASILi, Hasili penelitiani dan analisis tentang 

prosesi mediasi di Pengadilani Agama Palangkai Raya, faktor keberhasilan 

mediasi serta strategi hakim mediator mendamaikan para pihak di Pengadilan 

Agama Palangka Raya  

BAB VI. PENUTUPi, Memuati kesimpulani dan Rekomendasi. 

I. Kerangkai Berpikiri 

Kerangkai pikir padai penelitian ini menyajikani poin terpentingi yang 

dapati menggambarkani keseluruhani penelitian ini, untuk lebihi jelasnya dapat 

dilihati pada gambarani berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI HAKIM MEDIATOR 

MENDAMAIKAN PARA PIHAK DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA  

DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA 
 

Proses Mediasi Perkara 

Perceraian Di Pengadilan 

Agama Palangka Raya 

Strategi Hakim Mediator 

dalam mendamaikan para 

pihak 

1. Teori Penyelesaian Sengketa 

2. Teori Kaukus 

3. Teori Hukum Progresif 

4. Teori Keadilan dan 

Kemanfaatan 

 

   Hasil 

Faktor keberhasilan mediasi 

di Pengadilan Agama 

Palangka Raya  
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BAB IV 

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya 

Provinsii Kalimantani Tengahi diresmikani pembentukannyai oleh 

Presiden Pertamai Republiki Indonesiai Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang 

terdiri dari 1 (satu) kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan 

pembentukan provinsi tersebut perlu adanya lembaga penunjang yang akan 

menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara 

bertahap dibentuklahi institusii kelembagaani baiki yangi ditingkati provinsi 

maupuni tingkati kabupateni.
81

 

Hinggai tahuni 1967 Pengadilani Agamai kota Palangkai Raya belum 

juga terbentuk. Masyarakati muslim di kotai Palangkai Raya merasa perlu 

adanyai suatu instansii Peradilani Agamai di kota Palangkai Raya. Melalui 

tokoh-tokoh masyarakati maka diajukanlah permohonani kepada 

Pemerintahi Pusat untuki membentuk Pengadilani Agamai di Kota Palangka 

Raya karenai Pengadilani Negerii sudah terbentuk. Menyikapi keinginani 

dari masyarakati kota Palangka Raya, makai diadakanlahi rapat kerja 

Direktorati Jenderali Bimbingani Masyarakati Beragamai Islami yang 

diadakani pada tanggal 2-4 April 1968 di kota Banjarmasin. Hasil dari rapat 

tersebuti ialahi adanyai usulani untuki segerai dibentuki Pengadilan 

Agama/Mahkamahi Syari‟ahi di Provinsii Kalimantani Tengahi dan 
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 Profili Pengadilan iAgamai kota Palangka Raya. https://pa-palangkaraya.go.id. (online 

21 Oktober 2021) 

https://pa-palangkaraya.go.id/
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Provinsi Kalimantan Timur. 

Gagasan tersebut disambut baik oleh Menteri Agama, maka dibuatlah 

surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan 

Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
82

 Walaupun Menteri Agama telah 

mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di 

Kota Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru terealisasi berupa 

penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 

1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah, 

berlokasi di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 kota Palangka Raya dengan 

luas bangunan pertama kali seluas 200 m
2
.
83

 

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru 

mengirim atau menyediakan tenaga kepegawaian pada tahun 1976, pada 

tahun itu untuk pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang pegawai yakni: 

Drs. Mohsoni sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA. sebagai 

Panitera. Secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai 

yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah 

satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA. Begitu juga dalam pengadaan 

fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 

l974/1975 hanya seluas 200 m
2
 sekarang telah menjadi 1.113,03 m

2
       dan 

berlantai dua.
84

 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya
 

Visi merupakan gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang 
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ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, dengan berpijak pada visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama kota 

Palangka Raya telah menyusun visi, yakni: “TERWUJUDNYA 

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”.
85 

Sedangkan Misi adalah suatu program yang diemban untuk 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, sesuai dengan visi 

yang telah ditetapkan agar Pengadilan Agama kota Palangka Raya dapat 

melaksanakannya dengan baik, maka misi yang telah di tetapkan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan 
berwibawa;

 

b. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari 
pengaruh negatif pihak ketiga;

 

c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka 
Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

 

d. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, 
profesional dan bermoral.

86 

 

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya
 

Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang berada di Ibukota 

Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean 

Nomor 02 (dua) merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se- 

Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum yang terdiri dari 5 (lima) 

Kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan/desa sebagai berikut:
87

 

a. Kecamatan Bukit Batu
 

1) Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos: 73221)
 

2) Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos: 73221)
 

3) Kelurahan/Desa Marang (Kodepos: 73222)
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4) Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos: 73223)
 

5) Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos: 73224)
 

6) Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos: 73225)
 

7) Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos: 73226)
 

b. Kecamatan Jekan Raya
 

1) Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos: 73111)
 

2) Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos: 73112)
 

3) Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos: 73112)
 

4) Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos: 73118)
 

c. Kecamatan Pahandut
 

1) Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos: 73111)
 

2) Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos: 73111)
 

3) Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos: 73111)
 

4) Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos: 73111)
 

5) Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos: 73111)
 

6) Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos: 73111)
 

d. Kecamatan Rakumpit
 

1) Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos: 73227) 

2) Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos: 73228) 

3) Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos: 73229) 

4) Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos: 73229) 

5) Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos: 73229) 

6) Kelurahan/Desa Pager (Kodepos: 73229) 

7) Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos: 73229) 

e. Kecamatan Sebangau 
1) Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos: 73113) 

2) Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos: 73113) 

3) Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos: 73114) 

4) Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos: 73114) 

5) Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos: 73114) 

6) Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos: 73114) 

 

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya 

a. Tugas Pokok 

Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang merupakan 

Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: 

Perkawinan (Izin Nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Cerai 

gugat, Itsbat nikah, Izin Poligami, Hak bekas isteri, Harta 
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bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, 

Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, 

Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap 

wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, 

Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai 

wali dan Pengangkatan anak), Itsbat Rukyatul Hilal, Waris (Gugat 

waris dan Penetapan ahli waris), Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, 

infaq, shadaqah, dan Ekonomi syariah (Bank Syari‟ah, Bisnis 

Syari‟ah, Asuransi Syari‟ah, Sekuritas Syari‟ah, Pegadaian 

Syari‟ah, Reasuransi Syari‟ah, Reksadana Syari‟ah, Pembiayaan 

Syari‟ah, Lembaga Keuangan mikro syari‟ah, Dana Pensiun 

lembaga keuangan syari‟ah serta Obligasi syari‟ah dan surat 

berharga berjangka menengah syari‟ah).
88

  

 

b. Fungsi 

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. 

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah 

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, 

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

dan pembangunan. 

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah 

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya. 

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta. Fungsi administratif, yakni 

menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 

dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengakapan). 

5. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan 

riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas- 

luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi 

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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B. Pemaparan Data 

1. Subjek berinisial M
89

 

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang 

pertama yangt berinisial M. Pertanyaan yang peneliti ajukan terkait proses 

mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, M 

menjawab: 

Secara formalnya mediator mempersilahkan para pihak untuk duduk, 

kemudian perkenalan, kemudian mediator menjelaskan makna 

mediasi, serta kapan dilaksanakan. Selain itu mediator juga 

menetapkan aturan dalam mediasi kemudian disampaikan para pihak. 

 

Selanjutnya Peneliti menanyakan kepada Subjek mengenai kriteria 

seorang Mediator, Subjek menjawab: 

Untuk di PA Palangka Raya sendiri ada 5 orang hakim yang 

bersertifikat dan sisanya tidak. Mediasi sebenarnya tidak harus hakim 

yang mempunyai sertifikat saja yang boleh mendamaikan para pihak 

akan tetapi hakim yang lain juga boleh menjadi seorang mediator. 

Pada intinya mereka menguasai tentang mekanisme mendamaikan 

para pihak. Yang terpenting dalam seorang Mediator adalah harus 

berpengalaman dalam berhadapan para pihak serta memiliki 

keterampilan dalam melakukan mediasi. 

 

Terkait sebuah Mediasi, Peneliti kembali menanyakan tentang faktor 

faktor keberhasilan sebuah Mediasi, Subjek menjawab: 

Keberhasilan dalam mediasi yang pertama kemampuan dalam 

mediatornya. Kemampuan mediator sangat penting dalam menggali 

kepentingan tersembunyi para pihak, karena biasanya mereka takut 

untuk memberi tahu aib dari pasangannya, bisa jadi karena malu 

karena mereka berdua sudah komitmen untuk tidak membuka aib di 

pengadilan. Yang terpenting adalah kemampuan seorang mediator 

untuk mengungkapkan apa sebenarnya akar dari permasalahan kedua 

belah pihak. Yang kedua adalah faktor dari pasangan sendiri yang 
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 Subjek penelitian berinisial M merupakan lulusan Sarjana Hukum Islam yang 

merupakan seorang Hakim. Pria kelahiran 1984 ini menjadi hakim sejak tahun 2008 sampai 

sekarang dan telah mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka 

Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 09.00 WIB. 
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memutuskan untuk tidak melanjutkan proses perceraiannya ke tahap 

persidangan, hal ini biasanya terjadi ketika seorang mediator telah 

memberikan sebuah nasihat terkait nasib anak atau keluarganya 

setelah bercerai. 

 

Kemudian, Peneliti melanjutkan tentang keterampilan yang dimiliki 

oleh seorang  Mediator, Subjek menjawab: 

Seorang Mediator harus bisa membawa suasana menjadi adem, tidak 

tegang, punya wawasan luas terkait Mediasi. Selain itu, mampu 

berkomunikasi dengan baik yang mudah dicerna oleh parah pihak, 

memahami prosedur beracara di Pengadilan, dapat memberikan 

pendapat hukum dan akibat hukum kepada para pihak. Pada intinya 

keterampilan seorang Mediator didapatkan ketika selalu menangani 

Mediasi (pengalaman banyak). 

 

Peneliti juga menyinggung mengenai keikutsertaan seorang Mediator 

melaksanakan sosialisasi atau pelatihan menjadi seorang mediator yang ada 

dampaknya terhadap proses mediasi, Subjek pun menjawab:  

Untuk keikutsertaan pelatihan menjadi seorang Mediator saya hanya 2 

kali mengikuti karena alasan kesibukan di kantor sekarang. Akan 

tetapi mengikuti sebanyak 2 kali itu banyak sekali ilmu atapun 

pengetahuan yang didapat ketika ingin menjadi seorang mediator yang 

baik dibandingkan dengan yang tidak pernah mengikuti pelatihan. 

 

Pertanyaan terakhir dari peneliti tentang strategi seorang hakim 

mediator dalam mendamaikan para pihak, Subjek menjawab: 

Kalau saya sendiri ketika menjadi seorang Mediator kita harus 

membawa suasana santai, dipanggil dengan sapaan akrab diajak 

ngobrol santai. Artinya disini bahwa jangan sampai kita membawa 

suasana menjadi tegang yang membuat para pihak tidak berani 

terbuka. Sambil mendengarkan permasalahan dari para pihak kita juga 

meminta solusi yang ditawarkan oleh pihak dari permasalahan 

tersebut. Permasalahan yang sifatnya membuat para pihak bersitegang 

atau beradu mulut, maka mediator harus mengambil jalan kaukus 

yakni meminta salah satu pihak bergantian masuk d ruang mediasi. Di 

dalam menjalankan kaukus, seorang Mediator harus mencari cela atau 

hal hal yang sifatnya bisa melemahkan gugatan dari pihak. Dari cela 

tersebut kita jadikan sebagai nasihat, dampak besar yang akan terjadi 

jikalau bercerai serta nasib anak ketika bercerai. Pada intinya kita 
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harus mencari kelemahan dari dua belah pihak. 

 

2. Subjek Berinisial Z
90

 

Peneliti berupaya menggali lebih dalam terkait rumusan masalah 

tentang Strategi Hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak 

berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya. Oleh sebab itu, peneliti 

juga menanyakan beberapa pertanyaan wawancara kepada subjek Z selaku 

hakim mediator yang mempunyai sertfikat mediator yakni tahapan mediasi 

di Pengadilan Agama Palangka Raya, Subjek menjawab: 

Tahapan Mediasi mungkin sama saja dengan Pengadilan Agama 

lainnya yakni 30 hari. Pada intinya kita berikan tawaran kepada para 

pihak mau berapa lama ingin di mediasi. Akan tetapi jika kita melihat 

ada celah mediasi bisa berhasil maka kita akan berikan waktu lebih 

lama. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait faktor faktor keberhasilan 

dari suatu mediasi, subjek menjawab: 

Berbicara keberhasilan dari sebuah mediasi mungkin tidak lepas dari 

keinginan para pihak untuk rujuk kembali dan bisa menerima satu 

sama lain. Yang kedua mungkin tidak lepas dari seorang mediator 

yang sudah bekerja keras memberikan nasehat terkait dampak yang 

disebabkan oleh sebuah perceraian. faktor lainnya biasanya adanya 

dukungan dari keluarga dua belah pihak untuk tidak melanjutkan 

proses perceraiannya. 

 

Terkait keberhasilan suatu mediasi khususnya di Pengadilan Agama 

Palangka Raya, apakah ada keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh 

seorang mediator, subjek menjawab: 
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 Subjek penelitian berinisial Z merupakan lulusan Sarjana Magister Hukum Islam di 

IAIN Antasari Banjarmasin yang merupakan seorang Hakim. Wanita kelahiran 1968 ini menjadi 

hakim sejak tahun 1995 sampai sekarang dan telah mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di 

Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 

pada pukul 10.00 WIB. 
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Untuk keterampilan sendiri mungkin semua hakim mediator memiliki. 

Karena berhadapan dengan para pihak yang punya masalah tentunya 

harus punya sikap, talenta, komunikasi yang baik, serta punya 

keterampilan mengarahkan suasana mediasi tidak tegang atau santai. 

Keberhasilan suatu mediasi tentunya tidak lepas dari pengalaman yang 

didapat oleh seorang mediator. Semakin banyak mediator melakukan 

mediasi atau berhadapan para pihak tentunya keterampilan yang 

dimiliki pun semakin banyak. 

 

Kemudian peneliti menanyakan tentang strategi hakim mediator 

dalam menyelesaikan perkara, Subjek menjawab: 

Untuk strategi yang dipakai dalam mendamaikan para pihak untuk 

saya sendiri cuma melihat feeling, itu pun mungkin tidak semua 

perkara dengan cara ini bisa berhasil. Feeling yang saya maksud disini 

adalah kita harus melihat sosok para pihak yang di mediasi, yang 

ketika diberi nasihat dia sadar akan dampak dari perceraian. Selain itu 

karakter yang dimiliki oleh pihak yang harus kita cermati agar suasana 

mediasi bisa kita kuasai. Seorang mediator memang harus mencari 

celah atau tindakan dimana dia bisa membuat mediasi itu berhasil. 

Kalau mediator sudah menguasai jalannya tempo suasana 

mendamaikan, maka disitulah kadang feeling kita melakukan mediasi 

berhasil sangat tinggi. 

 

3. Subjek Berinisial MA
91

 

Peneliti juga menanyakan pertanyaan serupa terhadap subjek 

penelitian berikutnya, yakni MA terkait dengan strategi seorang hakim 

Mediator dalam mendamaikan para pihak. Mula-mulanya peneliti 

menanyakan tentang tahapan-tahapan sebuah mediasi, Subjek menjawab: 

Tahapan mediasi yang pertama adalah pemilihan hakim mediator oleh 

para pihak, para pihak disini disuruh untuk memilih sesuai naluri 

hatinya. Setelah sidang pertama dilaksanakan para pihak akan kembali 

dipanggil dan langsung diarahkan ke ruang mediasi. Proses mediasi 

biasanya dilakukan selang waktu 2 minggu. 
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 Subjek penelitian berinisial MA merupakan lulusan Sarjana Magister Hukum Islam di 

IAIN Antasari Banjarmasin yang merupakan seorang Hakim. Pria kelahiran 1959 ini menjadi hakim 

sejak tahun 2005 sampai sekarang dan telah mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di 

Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 

pada pukul 10.00 WIB. 
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Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor-faktor dari 

keberhasilan mediasi, subjek menjawab 

Selama saya menjadi Hakim Mediator di Pengadilan Agama 

Palangkaraya, saya belum pernah mendamaikan para pihak atau bisa 

dikatakan belum ada yang berhasil. Akan tetapi pada saat masih 

bertugas di Pengadilan Agama Negara Banjarmasin, pernah saya 

mendamaikan para pihak yang masalahnya tentang perceraian. Faktor 

keberhasilannya sendiri kembali kepada para pihak yang ingin rujuk 

kembali serta adanya bujukan dari seorang Mediator. Selain itu 

adanya dorongan dari keluarga para pihak untuk tidak jadi berpisah 

karena mudharat kedepannya akan lebih banyak, selain itu faktor lain 

yang sering muncul adalah faktor kurangnya pengetahuan agama 

tentang bahaya yang ditimbulkan bila terjadi perceraian, jika terjadi 

seperti ini maka akan lebih muda keduanya untuk didamaikan. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait pelatihan yang pernah diikuti 

oleh seorang Mediator apakah berpengaruh terhadap keberhasilan Mediasi, 

subjek menjawab: 

Seorang Mediator pada intinya memang harus mengikuti sebuah 

pelatihan, karena mendamaikan para pihak yang berselisih tentunya 

harus punya teknik dasar atau metode dan itu hanya didapat ketika 

kita mengikuti pelatihan. Namun banyak juga Mediator mendamaikan 

dengan caranya sendiri. Akan tetapi mengikuti pelatihan serta 

pembelajaran tentang bagaimana menjadi seorang Mediator sangatlah 

penting agar punya modal dan ilmu dalam berhadapan para pihak 

yang ingin bercerai. 

 

Pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh peneliti adalah tentang 

strategi seorang Hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak, subjek 

menjawab: 

Sebelum memulai pembicaraan biasanya saya membacakan tata tertib 

di ruang Mediasi terlebih dahulu, setelah itu kita persilahkan kepada 

salah satu pihak mengenai alasan ingin bercerai. Selama mereka 
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menyampaikan pokok permasalahannya kita harus fokus dan 

mengikuti naluri hatinya agar mereka tidak kaku atau bisa 

mengutarakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Komunukasi 

sangatlah penting dalam menjadi Mediator, saya sering memakai 

bahasa yang mudah dicerna oleh para pihak atau mengikuti bahasa 

yang mereka gunakan. Kita juga harus memisah mereka ketika 

keduanya menunjukkan emosi yang tinggi, dalam kesempatan tersebut 

seorang Mediator harus memberikan nasehat dengan lemah lembut 

agar emosinya mereda serta Mediator harus memberikan solusi agar 

mereka dapat membatalkan niat untuk tidak berpisah.  

 

4. Subjek   Berinisial P
92

 

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan serupa kepada subjek P 

terkait strategi Hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak. Sama 

seperti pertanyaan sebelumnya peneliti menanyakan tentang tahapan sebuah 

Mediasi, Subjek P menjawab: 

Pada dasarnya ketika sudah dilaksanakan sidang pertama dan kedua 

para pihak hadir dalam persidangan, maka akan diarahkan terlebih 

dahulu ke ranah Mediasi. Para pihak akan di suruh untuk memilih 

hakim mediator yang telah disediakan. Mediator juga bisa dipilih oleh 

hakim jika kedua belah pihak tidak sepakat memilih mediator yang 

sama. Mediasi biasanya berjalan sampai 14 hari jika ada kemungkinan 

para pihak akan damai, akan tetapi jika kedua belah pihak sudah tidak 

bisa disatukan lagi maka mediasi hanya berlangsung 2 kali saja. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang strategi hakim mediator 

dalam mendamaikan para pihak, Subjek P menjawab: 

Selama saya bekerja di Pengadilan Agama Palangka Raya, saya sudah 

memediasi empat orang yang berhasil. Dan semuanya itu adalah 

perkara perceraian. Ketika ditanya mengenai strategi yang dipakai 

                                                 
92

 Subjek penelitian berinisial P merupakan lulusan Sarjana Hukum Islam IAIN Antasari 

Banjarmasin yang merupakan seorang Hakim. Pria kelahiran 1966 ini menjadi hakim sejak tahun 

1994 sampai sekarang yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka 

Raya dan mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya. 

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 13.00 WIB. 
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maka sering saya katakan itu untung-untungan. Tapi pada dasarnya 

ketika kita menjadi hakim mediator kita memposisikan diri kita sejajar 

dengan mereka sehingga pada hal-hal tertentu mereka bisa 

mengungkapkan permasalahannya. Kemudian saya biasanya tidak 

memakai seragam ataupun atribut hakim ketika melakukan mediasi, 

hal ini bermaksud untuk mensejajarkan antara pihak dengan kita 

sendiri. Selanjutnya yang perlu ditekankan bahwa ketika masuk ruang 

mediasi maka niat kita adalah berdamai dan itu juga disampaikan 

kepada para pihak agar mereka tidak selalu memikirkan tentang 

putusnya pernikahan. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor keberhasilan dari 

sebuah mediasi, Subjek P menjawab: 

Faktor keberhasilan yang sering saya jumpai pada saat menjadi 

mediator adalah faktor ekonomi, kedua belah pihak akan merasa 

menyesal jika sudah tau sisi ekonomi pasca perceraian, apalagi yang 

menggugat misalkan si wanitanya maka ia akan berpikir lebih keras 

akan biaya hidup setelah ditinggal oleh suaminya. Selain itu faktor 

lainnya adalah adanya anak kandung yang tidak merestui orang tuanya 

bercerai. Anak akan memposisikan dirinya  sebagai mediator kedua 

agar orang tuanya tidak berpisah. Selanjutnya adanya dorongan dan 

nasehat dari seorang hakim mediator kepada para pihak agar berdamai 

dan tidak melanjutkan kasus perceraiannya. 

 

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan adalah keikutsertaan 

seorang Hakim Mediator mengikuti pelatihan, seminar, apakah hal semacam 

itu punya pengaruh dalam keberhasilan sebuah Mediasi, subjek P 

menjawab: 

Dalam melakukan sebuah mediasi tentunya seorang Hakim Mediator 

harus bisa membaca situasi, kondisi untuk menemukan titik cela 

dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Tentunya hal 

semacam ini harus punya teknik yang itu biasanya didapat pada saat 

melakukan pelatihan, training Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Mengikuti pelatihan sangatlah penting guna mencari metode 

menghadapi pasangan yang tidak harmonis. Akan tetapi banyak juga 

hakim mediator yang cenderung keluar dari aturan atau syarat dari 
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sebuah mediasi itu sendiri, saya biasanya lebih suka berbaur dengan 

para pihak kita ajak ngobrol santai. Pada intinya semua orang punya 

tekhnik atau cara menjadi Mediator yang baik dan disukai oleh para 

pihak. 

 

5. Subjek Berinisial N
93

 

Subjek terakhir yang peneliti wawancara adalah subjek yang berinisial 

N, pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti sama seperti sebelumnya, 

yakni tahapan dalam mediasi, subjek N menjawab: 

Langkah awal yang dilakukan sebelum mediasi adalah penetapan 

hakim mediator yang ditentukan oleh Majelis Hakim dimana para 

pihak diminta untuk memilih hakim mediator atau ditentukan oleh 

majelis hakim di persidangan. Selain itu, majelis hakim juga 

mengingatkan bahwa selama proses mediasi tidak boleh membawa 

kuasa hukum agar proses mediasi berjalan dengan lancar. 

 

Selanjutnya Peneliti menanyakan tentang hakim mediator yang ada di 

Pengadilan Agama Palangka Raya, Subjek S menjawab: 

Untuk Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya 

berjumlah sembilan orang, lima diantaranya mempunyai sertifikat dan 

sisanya ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Agama 

Palangka Raya dan satu orang dari panitera dan mempunyai sertifikat 

mediator. Karena di Pengadilan Agama untuk mediasi sendiri tidak 

harus yang punya seertifikat yang boleh menjadi Mediator. 

 

Peneliti kembali menanyakan tentang Hakim Mediator dari luar 

Pengadilan, subjek N menjawab: 

Untuk sekarang kami tidak menerima hakim mediator dari luar, 

sempat ada beberapa yang mengajukan tetapi kami pending karena 

yang mendaftar pada saat itu bukan dari organisasi mediator, selain itu 
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 Subjek penelitian berinisial N merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarmasin yang merupakan seorang Hakim. Wanita kelahiran 1968 ini menjadi hakim 

sejak tahun 2007 sampai sekarang yang juga menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Palangka 

Raya dan telah mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya. 

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 08.00 WIB. 
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pihak pengadilan juga belum memiliki standar upah yang diberikan 

oleh seorang mediasi dari luar pengadilan. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan jangka waktu dalam Mediasi, subjek 

N menjawab: 

Untuk jangka waktu mediasi jika berpacu pada PERMA No 1 Tahun 

2016 yakni 30 hari, akan tetapi kita juga dihadapkan pada teknis 

penyelesaian perkara. Disatu sisi jika mediasi dilakukan selama 30 

hari maka perkara akan semakin lama untuk diputus. Jadi untuk hakim 

mediator sendiri harus melihat situasi yang memungkinkan perkara 

dilakukan mediasi selama 30 hari dengan perkara yang tidak bisa di 

mediasi. Untuk di Pengadilan Agama Palangka Raya sendiri jangka 

waktu mediasi dilakukan selama 2 kali, yakni pada saat sidang 

pertama langsung diarahkan ke ruang mediasi dan hari berikutnya. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor-faktor keberhasilan 

dari sebuah Mediasi, subjek N menjawab: 

Untuk faktor keberhasilan mediasi itu sendiri bisa dari para pihak itu 

sendiri ataupun bisa jadi dari hakim mediator. Akan tetapi 

dominannya berhasil karena faktor dari para pihak itu sendiri. Kami 

melihat bahwa para pihak mempunyai animo tinggi untuk tidak 

melanjutkan persidangan, kadang kala mereka mengakui kesalahan 

masing-masing yang menyebabkan perdamaian akan mudah tercapai. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang strategi dalam mendamaikan 

para pihak ketika menjadi seorang mediator, subjek N menjawab: 

Pada saat kami melakukan pelatihan menjadi mediator, kami diajarkan 

selalu biki tata tertib untuk para pihak, disini sangatlah penting 

sebagai dasar untuk mengeksplore, artinya bahwa segala tindakan 

yang dilakukan oleh para pihak itu sudah ada dalam tata tertib. Selain 

itu kita harus berusaha beradaptasi dengan para pihak, baik dari segi 

bahasa, tindakan dan bisa saja kita melenceng dari tata tertib selama 

para pihak itu merasa aman dan mau terbuka terkait masalah yang 

dihadapi. Adapun jika pasangan bersikeras selalu beradu mulut maka 

kita harus memediasi mereka dengan cara memisah keduanya agar 

kita lebih mudah memberikan nasehat, seorang mediator ditekankan 
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untuk menguasai teknik memberikan nasihat, teknik membujuk dan 

teknik menyanggah atas jawaban para pihak. 

 

6. Informan K 

Selanjutnya peneliti beralih kepada informan penelitian dalam hal ini 

para pihak yang pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka 

Raya. Peneliti menanyakan apakah pernah melakukan mediasi serta 

bagaiamana praktek mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, informan 

K menjawab: 

Iya, saya pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka 

Raya ketika waktu itu ada masalah dengan istri saya. Sebelum 

dilakukan mediasi kami diminta untuk mendaftar perkara terlebih 

dahulu kemudian selanjutnya dipanggil untuk melakukan sidang 

pertama, setelah itu majelis hakim menentukan hakim mediator atau 

dari kita sendiri yang menentukan kemuadian ditentukan jadwal 

mediasinya. Hakim mediator pada saat itu baik, ramah serta 

mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait perlakuan Hakim Mediator 

kepada bapak/ibu ketika melakukan mediasi, Informan K menjawab: 

Selama melakukan proses mediasi, mediator selalu menggunakan 

kata-kata yang sopan yang membuat kami tidak tersinggung, mediator 

juga memberikan nasehat agama mengenai dampak yang timbul 

setelah bercerai.  Pada intinya hakim mediator selalu membujuk agar 

kami menyelesaikan masalah sampai disitu.  

 

Selanjutnya pertanyaan terakhir dari peneliti kepada informan K 

adalah terkait cara hakim mediator mengidentifikasi masalah ketika sedang 

mediasi, informan K menjawab: 

Pada saat berada di ruangan mediasi, mediator terlebih dahulu 

menanyakan identitas kami, mulai dari nama, pekerjaan, anak, sampai 

permasalahan yang dihadapi. Mediator juga sering memberikan solusi 
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terhadap permasalahan yang kami hadapi, selain itu mediator juga 

melakukan pemisahan dimana salah satu dari kami masuk terlebih 

dahulu secara bergantian. 

7. Informan T 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan T 

selaku pihak yang pernah mengajukan cerai talak. Peneliti menanyakan 

pertanyaan serupa seperti sebelumnya terkait apakah pernaha melakukan 

mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, informan T menjawab: 

Saya pernah melakukan mediasi sejak tahun 2020. Waktu itu saya 

ada masalah dengan istri saya dan mengajukan cerai di Pengadilan 

Agama Palangka Raya. 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait praktek mediasi yang 

dilakukan oleh hakim mediator, informan T menjawab:  

Setelah dilakukan pendaftaran perkara dilanjutkan sidang pertama, 

kemudian diarahkan kepada penunjukan mediator oleh para hakim 

barulah setelah itu ditentukan jadwal mediasi. Pada saat mediasi 

hakim mediator bersikap sangat ramah, sopan, menggunakan bahasa 

sehari-hari yang sering dipakai, serta membacakan aturan atau tata 

tertib dalam menjalankan mediasi. Mediator juga sering melakukan 

candaan agar situasi dalam ruang mediasi tidak terlalu tegang.  

 

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait cara hakim mediator 

mengidentifikasi masalah para pihak ketika sedang mediasi, informan T 

menjawab: 

Pada saat dilakukan mediasi hakim terlebih dahulu menanyakan 

identitas kami para pihak kemudian permasalahan yang sedang 

dihadapi. Pada saat itu hakim menjelaskan mengenai dampak yang 

ditimbulkan setelah bercerai. Ketika suasana mediasi berubah 

menjadi suasana tegang, saling beradu mulut, biasanya hakim 

mediator memisahkan salah satu dari kami, dari pihak suami dulu 

yang di suruh masuk dalam ruang sidang begitu pula sebaliknya. 

Pada saat di ruangan mediasi tinggal berdua, hakim mediator 
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memberikan arahan dan nasehat serta solusi dari masalah kami yang 

kemudian digabung dengan solusi yang ditawarkan juga oleh pihak 

perempuan.  

8. Informan MD 

Informan terakhir yang peneliti wawancara adalah seorang masyarakat 

kota Palangka Raya yang juga pernah mengajukan cerai di Pegadilan 

Agama Palangka Raya. Peneliti langsung menanyakan terkait praktek 

mediasi yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka 

Raya, informan MD menjawab: 

Ketika melakukan mediasi pertama kali di Pengadilan Agama 

Palangka Raya, hakim mediator membacakan aturan dan tata tertib 

proses mediasi, diantaranya tidak diperkenankan membawa senjata, 

tidak boleh membentak, memukul meja, serta tidak boleh melakukan 

perlawanan fisik, selain itu hakim mediator menawarkan lama proses 

media.  

 

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait perlakukan hakim mediator 

selama mediasi, informan MD menjawab: 

Selama proses mediasi, mediator selalu bersikap ramah kepada para 

pihak, mediator juga memakai bahasa banjar yang mudah dipahami, 

sesekali mediator memberikan candaan agar suasana tidak terlalu 

tegang. Bahkan di pertemuan yang kedua mediator menyiapkan 

minum agar tidak kehausan pada saat mediasi berlangsung 

 

Pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh peneliti adalah terkait cara 

hakim mediator mengidentifikasi permasalahan pada saat mediasi, informan 

MD menjawab: 

Seorang hakim mediator sering memancing untuk terbuka terkait 

permasalahan yang dihadapi. Mulai dari perkenalan sampai status 

kekeluargaan hingga ke tahap permasalahan. Disinilah hakim 

mediator memberikan nasehat sekaligus solusi terhadap permaslahan 

yang dihadapi. Mediator juga kadang memisahkan para pihak jika 
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keduanya sama-sama bersitegang. tatkala tak kunjung ada jalan untuk 

berdamai mediator sering memberikan nasehat akan dampak yang 

ditimbulkan setelah bercerai.   

C. Analisis Data 

1. Prosesi Mediasi Perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya 

Permai Nomor 1 Tahun 2016 tentangi Proseduri Mediasii di 

Pengadilani merupakan salah satu faktor yangi mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaani Mediasi di Pengadilan. Dengani ditetapkannya peraturan 

Mahkamahi Agungi Republik Indonesiai Nomor 1 tahun 2016 tentang 

Proseduri Mediasi di Pengadilani ini mengakibatkani telah terjadi perubahan 

fundamentali dalam prakteki peradilani di Indonesia mediasii sebagai upaya 

untuki mendamaikani pihak-pihak yangi berperkara bukani hanya penting 

tetapii harus dilakukani sebelum perkaranyai diperiksa. upaya perdamaian 

bukani hanya formalitas, tetapi harusi dilakukan dengani sungguh-sungguh 

agari permasalahani antara kedua belahi pihak dapati menemui titiki temu. 

Dengani PERMAi NO 1 Tahun 2016 ini, mediasii wajib ditempuhi sebagai 

salahi satu tahapani dalam prosesi berperkarai di lingkungani Peradilan 

Umumi dan Peradilani Agama.
94

 

Setiapi pemeriksaani perkara perdata  di pengadilani harus 

diupayakan perdamaiani dan mediasi sendiri merupakani kepanjangan 

upaya perdamaiani mediasi akani menjembatani para pihak dalam 

menyelesaikani masalah yang buntui agar mencapai solusii terbaik bagi para 

pihak.  
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Dalam pasal 4 ayat 1 PERMA NO 1 tahun 2016 disebutkan bahwa:  

 “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk 

perkara perlawanan (Verzet) atau putusan Verstek dan perlawanan 

pihak berperkara ( Partij Verzet) pihak ketiga terhadap pelaksanaan 

putusan (denden verzet)  yang telah berkekuatan hukum tetap wajib 

terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali 

ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini”.
95

 

 

a. Tahapan Pra Mediasi 

Ada beberapa hal yang dilakukan di Pengadilan Agama yakni 

kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak 

para pihak pemilih mediator, pemilihan mediator, pemanggilan para 

pihak dan sebagainya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan 

dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para 

Pihak untuk menempuh Mediasi. Kehadiran Para Pihak sebagaimana 

berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Seandainya para pihak 

yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan 

satu kali lagi.  

Apabila para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap 

diselenggarakan walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran 

pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi. 

Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur 

Mediasi kepada para pihak. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan 

formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak kemudian 

ditandatangani dan dimuat dalam berita acara sidang.  
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Adapun tahapan-tahapan proses mediasi berdasarkan PERMA 

Nomor 1 tahun 2016 diawali dengan penyusunan resume perkara di 

mana ditentukan oleh pasal 24 ayat 1 bahwa dalam waktu paling lama 

5 hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki 

masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu 

sama lain dan kepada mediator. Tujuan penyerahan resume adalah 

agar masing-masing pihak termasuk Mediator memahami sengketa 

tersebut yang di mediasi. Hal ini dapat dipahami mengingat 

penyerahan resume akan membantu memperlancar proses 

mediasi.   Resume  perkara adalah dokumen yang isinya mengenai 

penjelasan permasalahan yang terjadi di antara para pihak sehingga 

kemudian di bawa ke muka pengadilan, termasuk usulan dari masing-

masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya 

resume ini akan diketahui gambaran permasalahan yang menimbulkan 

sengketa. Para pihak juga diberikan kesempatan mengajukan usulan 

mengenai hal-hal yang para pihak inginkan apa yang dijadikan 

kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan di antara para 

pihak.
96

 

Dalam keterangan para subjek, yakni subjek M, P, MA, Z dan N 

mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah 

melaksanakan hal tersebut. Sebelum melaksanakan proses mediasi 

para pihak telah menandatangi penjelasan mediasi dari hakim 
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pemeriksa perkara. Hal ini dilakukan agar para pihak memahami 

maksud dari adanya proses mediasi sehingga dalam pelaksanaannya 

para pihak telah memiliki gambaran. Ketika para pihak memakai 

kuasa hukum pun maka juga wajib membantu para pihak 

melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi. 

Praktiknya Pengadilan Agama Palangka Raya tidak 

mengizinkan kuasa hukum para pihak masuk terlebih dahulu ketika 

para pihak melaksanakan proses mediasi. Baru setelah proses mediasi 

selesai, hal-hal yang terjadi oleh pihak mediator disampaikan kepada 

kuasa hukum. Namun sering kali banyak kuasa hukum yang tidak 

melampirkan surat kuasa khusus. Namun hal ini tidak terlalu 

mengganggu proses mediasi jika keduanya sama- sama menjalankan 

proses dengan patut. Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih 

Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Jika 

dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, 

pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para 

Mediator. 

b. Proses Mediasi 

Sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 proses mediasi 

berlangsung selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah 
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melakukan Mediasi. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup 

kecuali para pihak berkehendak lain.
97

 

Mediatoriwajibbmempersiapkansjadwalnpertemuan dengan 

Mediasi kepadanparak pihak7untukfdisepakati. Kewajiban para pihak 

untuk menghadiri .secara.langsung.pertemuan mediasi tanpa\di 

dampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi 

kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi 

berdasarkan surat keterangan dokter,; kediaman atau kedudukan di 

luar. Negeri. atau menjalankan tugas Negara, tuntutans profesid atau 

pekerjaanf yang tidakh dapat ditinggalkang.
98

 Hal yang paling 

ditekankan yaitu aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan 

akibat hukum para pihak  yang tidakkberiktikadubaikldalam proses 

mediasii. Pasal 7 menyatakan:
99

 

1) Para Pihakkdan/atau kuasaahukumnya wajib menempuhhMediasi 

denganj iktikadkbaik.  

2) Salahdsatu.pihak atau Para.Pihak atau kuasa... hukumnya dapat 

dinyatakanhtidak beriktikadsbaik oleh Mediator dalammhal yang 

bersangkutann: 

 Subjek M menuturkan bahwa proses mediasi di Pengadilan 

Agama Palangka Raya hanya berlangsung dua sampai tiga kali 

pertemuan saja. Hal ini dimaksud agar proses penanganan perkara 
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tidak menumpuk serta hasil mediasi yang cepat dari kedua belah 

pihak. Namun subjek M mengatakan bahwa pertemuan 2 sampai tiga 

kali bukan berarti menjadikan mediasi sekedar formalitas, akan tetapi 

lebih kepada mengoptimalkan sebaik mungkin seorang hakim 

mediator dalam mendamaikan para pihak. subjek Z juga menuturkan 

bahwa proses mediasi jangan sampai membuat para pihak menunggu 

lama. Z mengatakan bahwa jika perlu selepas sidang pertama pada 

hari itu para pihak langsung dilakukan mediasi, hal ini dilakukan agar 

kebencian yang dialami kedua pasangan tidak berlarut lama dan bisa 

saja diselesaikan pada saat itu juga. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan subjek N dan Z bahwa proses 

mediasi yang pertama kali dilakukan adalah penentuan hakim 

mediator yang ditunjuk oleh para pihak langsung dan jika kedua belah 

pihak baik itu penggugat ataupun tergugat belum memilih, maka 

majelis hakim yang menangani perkara tersebut menunjuk hakim 

mediator yang terdaftar. Adapun subjek M dan P terkait jangka waktu 

mediasi bisa berlangsung 2 sampai 3 kali pertemuan, subjek M dan P 

berpendapat bahwa proses mediasi bisa berlangsung lama jika ada 

kesempatan untuk baikan diantara kedua belah pihak, selain itu perlu 

ada pertimbangan jika kedua pasangan tidak bisa lagi disatukan. 

Subjek P dan MA berpendapat bahwasanya para pihak jangan dibuat 

berliku-liku terkait aturan yang ada. Sebisa mungkin mereka harus 

dapat kepastian hukum yang jelas dan cepat. Terkait proses mediasi, 
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subjek P dan MA berpendapat bahwa bukan dari segi lamanya proses 

mediasi keberhasilan dapat tercapai, melainkan dari pasangan itu 

sendiri atau peran hakim mediator yang dapat menentukan 

keberhasilan dari mediasi itu sendiri. 

Berdasarkan telaah hasil wawancara serta observasi yang dilalui, 

peneliti menyimpulkan bahwa: Pertama proses mediasi di Pengadilan 

Agama Palangka Raya berlangsung dua sampai tiga kali pertemuan. 

Hal ini dilakukan oleh hakim mediator agar proses mediasi berjalan 

maksimal serta menemukan hasil yang cepat dari kedua belah pihak. 

Selain itu, proses mediasi yang dilakukan dua sampai tiga kali agar 

perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak mengalami 

penumpukan serta kedua pasangan dapat kepastian hukum yang jelas. 

Kedua, pada saat mediasi berlangsung para pihak tidak diperkenankan 

untuk membawa kuasa hukum, hal ini untuk menghindari adanya 

campur tangan atau bisikan yang dapat merusak suasana dalam 

mediasi.  

a. Ditinjau dari Teori Hukum Progresif 

Hukum Progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hokum adalah 

institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang 

adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain 

hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan 

baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga 
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mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan 

tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan.
100

 

Basis lain dari pemikiran hukum progresif adalah bahwa proses 

perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas para 

aparat penegak hukum yang dapat mengaktualisasikan hukum dalam 

ruang dan waktu yang tepat. Para penegak hukum khususnya hakim 

harus dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang 

kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menanti adanya 

perubahan peraturan. Itu dikarenakan peraturan yang sudah ada bukanlah 

menjadi penghalang bagi para aparat penegak hukum untuk 

menghadirkan keadilan bagi para pencari keadilan.
101

 

Peneliti berpendapat bahwa pernyataan subjek M, P, Z dan MA 

sejalan dengan hukum progresif dimana hakim Pengadilan Agama 

Palangka Raya mempunyai kemampuan dalam menalar serta 

memahami nurani manusia dalam membuat interprestasi hukum yang 

mengutamakan nilai moral dan keadilan pada masyarakat. Terkait 

proses mediasi, hukum di Indonesia terutama di Pengadilan Agama 

Palangka Raya dihadapkan pada dua pilihan besar, yakni pengadilan 

yang menekankan pada prosedur atau substansi. Selain itu menurut 

peneliti jika menekankan pada prosedur maka proses mediasi harus 

dilakukan selama 30 hari dan perkara di pengadilan akan terus 

bertumpuk. Hakim Mediator memegang erat yang sangat penting 
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dalam menentukan bahwa pengadilan di Indonesia khususnya di 

Pengadilan Agama Palangka Raya bukanlah suatu permainan untuk 

mencari kemenangan, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. 

Hendaknya sebuah pengadilan mengedepankan visi Mahkamah 

Agung yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. 

 

b. Ditinjau Dari Teori Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum 

mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu 

putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang 

pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang 

tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para 

pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang 

lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat 

relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya 

perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai 

dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa 

ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia.
102
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Proses Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya sudah barang 

tentu mengikuti aturan dari Mahkamah Agung yakni, sederhana, cepat 

dan biaya ringan. Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya telah menjaga 

konsistensi kepada para pihak yang berperkara agar proses beracara di 

Pengadilan Agama Palangka Raya khusunya proses mediasi dapat 

dilakukan dengan cepat dan tetap berpedoman kepada aturan yang ada. 

Seorang hakim akan memberikan perlindungan dan sebisa mungkin 

dapat mengakhiri perselisihan hanya sampai di tahap Mediasi. Karena 

penyelesaian sengketa seorang hakim mediator pada dasarnya tetap 

berpacu pada sila ke lima “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia” dan UUD 1945 pasal 27 ayat (1)  dan PAsal 28D ayat (1). 

2. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palangka 

Raya 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan hakikatnya adalah penegakan 

hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dengan 

sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.
103

 

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan 
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Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, 

karena merupakan payung hukum yang mengatur tentang mediasi. 

Peraturan tersebut adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan beberapa peraturan 

sebelumya yaitu  SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan 

Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur 

Mediasi Di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perubahan beberapa kali terhadap 

PERMA tentang mediasi mengindikasikan adanya keseriusan Mahkamah 

Agung untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan 

khususnya dalam penangan perkara perdata di pengadilan dan juga 

bentuk penyempurnaan terhadap aturan pelaksanaan mediasi.
104

  

Ada beberapa fokus penekanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 yang berbeda dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi 

untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-

alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan 

hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, 

di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau 
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kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan 

profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. 

2) Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak 

beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, 

bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika 

Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan 

pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme 

pelaksanaan sanksi. 

3) Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan 

tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait 

penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam 

menempuh mediasi. 

4) Perubahan lama waktu mediasi dari sebelumnya diatur selama 40 

(empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga 

dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari 

sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. 

5) Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (partial settlement) sebagai 

hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta 

tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati 

melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan 

sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian permasalahan 

(obyek).
105 
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b. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Mediasi perkara dapat 

dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain di luar 

pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi 

menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi 

wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Selain sarana berupa ruangan beserta kelengkapannya, ada 

fasilitas pendukung mediasi yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu 

mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual 

jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan 

mediasi.
106

  

c. Faktor Para Pihak 

Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus ada 

iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak 

untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila 

para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. 
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Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, 

oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian 

tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak 

kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan 

mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat  menjadi tolok ukur bagi para 

pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan 

menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Hasil 

akhir dari perdamaian juga harus berdasarkan kesepakatan dari kedua 

belah pihak. Apabila pihak penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik 

dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima 

oleh Hakim pemeriksa perkara serta dikenai kewajiban pembayaran 

biaya mediasi. Sebaliknya apabila pihak tergugat yang dinyatakan tidak 

beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Adapun 

apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik 

oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim 

pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. 

d. Faktor Penegakan Hukum 

Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai 

keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib 

memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib 

menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah 

diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama 

mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3) 
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PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim yang menangani perkara 

memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi 

sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.  

e. Faktor Budaya Masyarakat 

Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan mediasi. Masyarakat Kota 

Palangka Raya yang berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian 

petani dan buruh mempunyai budaya musyawarah dalam menyelesaiakan 

persengketaan. Proses mediasi secara kultural  dan alami tersebut dibantu 

oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh subjek M bahwa faktor budaya memiliki peran penting 

dalam melakukan mediasi, pengenalan bahasa serta pencampuran bahasa 

lokal dari para pihak dalam menyelesaikan perkara membuat mediasi 

berjalan dengan baik. Dengan demikian menurut penulis, adanya budaya 

tersebut maka mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga 

akan sangat potensial mencapai kesepakatan damai. 

Dari uraian beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

mediasi secara umum, maka penulis akan menguraikan beberapa faktor 

yang menjadi penentu keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Palangka Raya diantaranya sebagai berikut: 

1) Faktor Para Pihak 

Adanya iktikaf baik berupa motivasi serta keinginan yang tulus 

dari para pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi. 
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Sebagaimana yang dikatakan oleh subjek penelitian bahwa 

banyaknya pertimbangan dari kedua belahpihak membuat mereka 

tidak melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya.  

2) Faktor Psikologi 

Dari keterangan beberapa subjek menyebutkan bahwa banyak 

pihak mengalami trauma akibat di tinggal oleh suami. Tidak adanya 

nafkah serta banyaknya keperluan rumah tangga membuat seorang 

istri harus berpikir dua kali untuk berpisah dengan suaminya. Selain 

itu, kebiasaan berkumpul dengan keluarga menjadi alasan untuk tetap 

mempertahankan hubungan. 

3) Faktor Penegak Hukum 

Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah 

mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan selebihnya 

tidak mempunyai sertifikat. Posisi mediator adalah sebagai pihak 

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 

Di Pengadilan Agama Palangka Raya,  secara kuantitas jumlah 

mediator yang teregistrasi dan melaksanakan mediasi sebanyak 8 

mediator. Seorang mediator yang memiliki sertifikat pelatihan 

mediasi memberikan dampak besar terhadap keberhasilan sebuah 

mediasi. Berbagai cara yang dilakukan oleh hakim mediator sebagai 
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penegak hukum dalam membantu para pihak menemukan solusi 

permasalahan agar keduanya tetap rukun.  

4) Faktor Budaya 

Sebagaimana data subjek yang telah peneliti kumpulkan bahwa 

dominan hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya 

merupakan penduduk lokal. Hal tersebut menjadi modal dalam 

melakukan mediasi bersama penduduk lokal yang ada di pengadilan 

Agama Palangka Raya. Sebagaimana yang dikatakan oleh subjek M 

bahwa dalam melakukan mediasi, komunikasi sangat penting dalam 

melakukan sebuah perundingan. Pemakaian bahasa lokal yang mudah 

dimengerti para pihak menjadikan mediasi semakin terarah. Selain 

itu, pengetahuan akan karakteristik penduduk lokal dapat 

memberikan kesan tersendiri dalam melakukan sebuah mediasi. 

Berdasarkan faktor faktor yang telah di uraikan di atas, maka 

sudah semestinya dipedomani oleh seorang hakim mediator yang 

mengikuti proses Mediasi. Sehingga proses mediasi yang diikutinya akan 

lobih berkualitas dalam menghasilkan suatu kesepakatan yang paripurna. 

Dari beberapa faktor di atas setidaknya faktor penegak hukum dan 

budaya menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu 

mediasi. Penegak hukum dalam hal ini hakim mediator Pengadilan 

Agama Palangka Raya serta faktor budaya dimana perlunya memiliki 

pengetahuan tentang karakteristik penduduk lokal agar menjadikan 

sinergitas keberhasilan sebuah mediasi. Faktor faktor keberhasilan 
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mediasi tersebut sudah sepatutnya untuk dijadikan pegangan bagi semua 

hakim mediator untuk mengedepankan tercapainya kesepakatan dalam 

penyelesaian suatu sengketa, khususnya perceraian. Selain itu, perlu 

kiranya seorang hakim mediator agar berupaya menjelaskan kepada para 

pihak yang bersengketa mengenai penting dan manfaatnya penyelesaian 

sengketa secara mediasi. 

 

 

a) Ditinjau Dari Teori Penyelesaian Sengketa 

Tujuan Mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, 

oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian 

tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang tidak 

bersikap kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci 

keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolak 

ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak 

meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di 

Pengadilan.
107

  

Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek penelitian bahwa 

sebagian keberhasilan dari sebuah mediasi tidak terlepas dari iktikad 

baik dari kedua belah pihak. Subjek N mengatakan bahwa adanya 

animo tinggi dari kedua belah pihak untuk bisa bersatu kembali dan 

setidaknya hal itu dapat diambil kesempatan oleh mediator untuk 
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memberikan upaya hukum yang kuat sehingga hasil mediasi berhasil. 

Sebagaimana juga dikatakan oleh subjek Z dan P bahwa adanya 

pembaharuan PERMA tentang mediasi mempengaruhi proses 

mediasi, disatu sisi juga peran seorag hakim mediator sagat penting 

dalam kesuksesan sebuah mediasi.  

b) Ditinjau dari Teori Kaukus 

Sangat penting dalam mediasi seorang mediator memahami 

dan mengerti tentang masalah yang sedang terjadi diantara para 

pihak, baik dari segi kepentingan hukum maupun masalah yang 

secara accesoir menyertai permasalahan pokoknya. Mediator yang 

memahami seluk beluk permasalahan yang dihadapi para pihak 

setidaknya akan menentukan cara dan jalan yang terbaik untuk 

menghasilkan perdamaian. Untuk memudahkan melakukan 

pendalaman masalah dalam sengketa yang terjadi diantara para pihak, 

maka mediator dapat melaksanakan teknik yang dapat menjadi jalan 

dalam menemukan pokok permasalahan yang terjadi.
108

  

Mediator dapat menawarkan serta mengembangkan 

penyelesaian perkara dengan berbagai pilihan, kedua belah pihak bisa 

memperhitungkan usulan dari mediator yang menjadi alternatif agar 

tercipta kesepakatan damai dalam menyelesaikan perkara. Mediator 

memberi tawaran berbagai tekhnik seperti halnya kaukus yang bisa 

mengakomodasikan keinginan kedua belah pihak yang berselisih. 
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Mediasi diharapkan bisa tercipta kesepakatan damai yang berkeadilan 

dengan tidak ada pihak yang kalah (win-win solution).
109

 

3. Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak di 

Pengadilan Agama Palangka Raya 

Gagal tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh orang 

peran yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam 

menjambatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan, 

serta mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi 

dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai 

pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. 

Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia 

mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan 

berbagai alternatif  dalam pemenuhan kepentingan tersebut. 

Terkait dengan pencapaian seorang hakim mediator dalam 

melakukan sebuah mediasi maka ada beberapa hal yang mempengaruhi 

keberhasilan dari mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Strategi Berkomunikasi 

Adapun konsep strategi komunikasi diantaranya, mengenali para 

pihak, menyusun pesan, menetapkan metode serta seleksi dan 

penggunaan media. Berikut ini akan peneliti uraikan konsep strategi 

komunikasi diantaranya sebagai berikut: 
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1) Mengenal Para Pihak 

Mengenali para pihak adalah salah satu langkah penerapan 

strategi komunikasi yang dilakukan mediator sebelum mediasi, 

langkah ini bertujuan agar terciptanya komunikasi yang efektif antara 

mediator dan pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan 

membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan 

membantu mencari (locate) persoalan-persoalan yang dianggap 

penting bagi mereka.
110

  

2) Menyusun Pesan 

Dalam menyusun pesan, terlebih dahulu mediator memberikan 

kesempatan kepada kedua pihak untuk menjelaskan dan memberitahu 

segala persoalan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah memperoleh 

informasi dari kedua pihak maka mediator akan menyampaikan pesan 

yang juga diharapkan dapat menjadi solusi dari peemasalahan kedua 

pihak. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak adalah pesan 

tersebut mampu membangkitkan perhatian para pihak. Dalam 

membangkitkan perhatian para pihak masing-masing subjek memiliki 

perbedan dalam pesan yang mereka sampaikan.  

Dari keterangan para subjek yang terpenting dalam proses 

komunikasi dalam mediasi adalah bahasa. bahasa dapat 

mengungkapkan pikiran dan perasaan, fakta dan opini, hal yang 
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konkret dan yang abstrak, pengalaman yang sudah lalu dan kegiatan 

yang kan datang, dan sebagainya. Sebagaiamana yang dikemukakan 

oleh subjek M bahwa penggunaan bahasa lokal sangat penting dalam 

berkomunikasi guna para pihak lebih terbuka dalam membuka 

persoalan yang dihadapi. Pentingnya penggunaan bahasa tidak 

terlepas untuk menyampaikan pesan tersebut disampaikan melalui 

nasehat, bujukan, dan edukasi yang berisikan ajaran agama serta 

dampak yang akan mereka hadapi setelahnya, oleh karena itu tujuan 

pesan yang disampaikan oleh mediator adalah agar kedua pihak tidak 

mengakhiri hubungan mereka yang nantinya juga tidak hanya 

berdampak bagi mereka sendiri tetapi juga akan berdampak terhadap 

masa depan anak mereka. 

3) Menetapkan Metode 

Adapun metode yang digunakan oleh mediator menurut bentuk 

isi pesannya yaitu , metode informative
111

 dan persuasi
112

. Metode 

informatif adalah cara mempengaruhi para pihak dengan memberikan 
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informasi berupa keterangan tentang fungsi dan tujuan mediasi serta 

kapasitas seorang mediator dalam memfasilitasi kedua pihak yang 

bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Karena 

sifatnya memberitahu maka para pihak di biarkan untuk mengambil 

keputusan dan kesimpulan sendiri, metode ini digunakan oleh Subjek 

N, M, dan P pada saat baru memulai mediasi. 

Metode kedua yang digunakan oleh mediator adalah metode 

persuasi. Metode ini dilakukan dengan cara mempengaruhi para pihak 

melalui cara mengajak.  Dalam mediasi mediator mengajak kedua 

pihak agar terbuka dan jujur dalam menyampaikan masalah yang 

mereka hadapi, menurut subjek M, P, MA dan N tujuan dari cara ini 

adalah untuk mengetahui infomasi agar mereka dapat memberikan 

solusi dari permasalahan yang dihapai oleh kedua pihak yang 

bersengketa. Subjek penelitian juga membujuk kedua pihak agar 

mengesampingkan permasalahan yang mereka hadapi demi masa 

depan anak mereka. bahwa masa depan anak mereka akan terganggu 

apabila kedua pihak memutuskan untuk berpisah. Selain itu mediator 

juga menyampaikan nasehat dalam ajaran agama seperti hukum 

melakukan perceraian hal itu disampaikan oleh informan keempat. 

Menurut para subjek, metode ini selalu mereka terapkan dalam 

mediasi kasus perceraian. 

4) Penggunaan Media 
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Penggunaan media juga menjadi perhatian khusus dalam 

strategi komunikasi yang diterapkan mediator. Komunikator harus 

selektif dalam menentukan dan menyesuaikan keadaan dan kondisi 

para pihak. Penggunaan media yang tepat akan memberikan efek yang 

lebih baik kepada sasaran, karena itu mediator sebagai fasilitator 

dalam mediasi harus cermat memilih media yang digunakan. Media 

yang digunakan oleh subjek N, M, P, MA dan Z  adalah media 

komunikasi langsung, komunikasi yang dilakukan adalah dengan 

bentuk tatap muka antara mediator sebagai pihak ketiga serta kedua 

pihak yang bersengketa. Komunikasi ini dilaksanakan ruang mediasi 

yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya. 

b. Strategi Tutur 

Mediator dalam melaksanakan mediasi tentu memerlukan    

teknik-teknik berkomunikasi, dalam  hal  ini  kemampuan  berbahasa 

yang  bisa  digunakan  dalam proses   tersebut. 

1) Pemahaman konteks komunikasi 

Setiap  pertemuan  dalam  mediasi  tentu  memiliki konteks 

komunikasi  yang berbeda-beda sesuai permasalahan  yang dihadapi 

pihak  yang sedang  berselisih. Komunikasi selalu terjadi dalam  

suatu konteks tertentu, paling  tidak ada tiga dimensi yaitu ruang,   

waktu dan nilai. Konteks ruang menunjuk pada lingkungan konkrit  

dan nyata tempat  terjadinya komunikasi, seperti ruangan,  

halaman,dan jalanan. Konteks waktu menunjuk pada waktu kapan   
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komunikasi tersebut dilaksanakan. Konteks nilai, meliputi nilai  

sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi, seperti:   

adat istiadat, situasi rumah, norma sosial, norma pergaulan, etika,  

tata  karma. Agar komunikasi antar pribadi dapat berjalan secara 

efektif, maka masalah konteks komunikasi ini kiranya perlu menjadi 

perhatian. Artinya, pihak komunikator dan komunikan perlu 

mempertimbangkan kontekskomunikasi ini.
113

 Faktor penghambat 

efektivitas komunikasi antar pribadi yaitu Kurang memahami latar  

belakang  sosial  dan  budaya,  nilai-nilai  sosial  budaya  yang 

berlaku  di  suatu komunitas   atau   masyarakat   harus   

dipertahatikan, sehingga komunikator   dapat menyampaikan  pesan  

yang  baik,  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  sosial  budaya 

yang  berlaku.  Sebaliknya,  antara  pihak-pihak  yang  berkomunikasi 

perlu  menyesuaikan diri dengan kebiasaan  yang berlaku. 

Oleh karena itu, mediator perlu mengetahui latar belakang  

pihak  yang  sedang  dimediasi  sehingga  bisa  menerapkan  teknik  

yang  sesuai. Selain  itu,  yang  paling  penting  dari  aspek-aspek  di  

atas  adalah  penggunaan  bahasa. Telah  diketahui  bahasa  

merupakan  alat  komunikasi  sehingga  perlu  dipertimbangkan aspek 

kebahasaan yang digunakan oleh mediator. Faktor  penghambat  

efektivitas  komunikasi  antar  pribadi salah  satunya yaitu perbedaan  

bahasa,  perbedaan  bahasa  menyebabkan terjadinya  perbedaan  
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penafsiran terhadap  symbol-simbol  tertentu.  Bahasa  yang  

digunakan  untuk  berkomunikasi  dapat berubah  menjadi  

penghambat  bila  dua  orang  mendefinisikan  kata,  frasa,  atau  

kalimattertentu secara berbeda. 

Jadi, jika memungkinkan mediator bisa menyesuaikan bahasa 

yang  digunakan  oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Tidak  hanya  asal  

bahasa,  tetapi  laras bahasa  yang  digunakan  harus  disesuaikan  

dengan  usia,  status  sosial, pendidikan,  dan sebagainya. Kedua, 

pemberian umpan balik. Strategi ini berarti memberikan tanggapan 

terhadap  setiap  kalimat  yang  diungkapkan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek N dan P bahwa 

Respons  yang  diberikan  oleh  mediator hendaknya positif dan netral 

sehingga tidak menyinggung pihak yang sedang dimediasi. Peneliti 

berpendapat Respons  positif  berarti  tidak  meremehkan  atau  

menghina  perkataan  pihak  yang  sedang dimediasi. Netral dalam 

hal ini berarti tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang 

berselisih.  Mediator  harus  pandai  menggunakan  diksi  yang  tepat  

sehingga  tidak  terjadi tafsiran yang dianggap menyinggung pihak 

berselisih. 

2) Pemberian umpan balik 

Pemberian umpan balik berarti memberikan tanggapan 

terhadap setiap kalimat yang diungkapkan.  Respons yang diberikan 

oleh mediator hendaknya positif dan netral sehingga tidak 
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menyinggung pihak yang sedang dimediasi. Respons  positif  berarti  

tidak meremehkan atau menghina perkataan pihak  yang sedang 

dimediasi. Netral dalam hal ini berarti tidak memihak pada salah satu 

pihak yang sedang berselisih.  Mediator  harus  pandai  menggunakan  

diksi  yang  tepat  sehingga  tidak  terjadi tafsiran yang dianggap 

menyinggung pihak berselisih.  

Pada  hakikatnya  respon  merupakan  sumber  informasi  bagi  

sumber  sehingga  ia dapat  menilai  efektivitas  komunikasi  untuk  

selanjutnya  menyesuaikan  diri  dengan situasi yang ada.  

Komunikasi  satu  arah  ini  juga  akan  terjadi  jika  mediator  

terlalu  banyak  memberikan pengertian  dan  kalimat-kalimat  

dengan  maksud  menengahi.  Namun,  hal  ini  akan memberikan   

kesan   menggurui   dan   mengganggu   kenyamanan   pihak   yang   

sedang berselisih ketika proses mediasi. 

3) Penempatan Peran Sosial  Yang  Tepat. 

Seorang mediator harus menempatkan diri sesuai peran 

sosialnya dan bijak dalam menyesuaikan pilihan kata yang 

digunakan. Seorang mediator harus memikirkan tujuan kalimat yang 

ia sampaikan. Jika dikaitkan dengan konteks komunikasi dalam 

mediasi perkara perceraian oleh hakim mediator, maka tujuan yang 

diinginkan ialah memengaruhi pihak-pihak terkait agar menemukan 

jalan damai. Tentu hal ini berpengaruh pada hasil yang diinginkan. 

Sebuah pilihan kata yang salah akan menentukan keberhasilan proses 
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mediasi. Kalimat tersebut akan menunjukkan seorang mediator 

berbicara sebagai individu  ataukah mediator berbicara sebagai 

penengah/penasihat. Dua peran  tersebut akan berhasil baik jika 

digunakan dalam waktu yang tepat. 

Berdasarkan data hasil wawancara yang peneliti peroleh, ada 

beberapa strategi yang dipakai oleh hakim mediator Pengadilan Agama 

Palangka Raya diantaranya: 

1) Mengenal Para Pihak 

Subjek N, P, M mengatakan bahwa mediator dalam mengenal 

para pihak adalah dengan mengenali latar belakang kedua pihak yang 

bersengketa, latar belakang yang dimaksud meliputi pendidikan dan 

pekerjaan. Menurut subjek P dan Z pendidikan dari kedua pihak sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, menurutnya pesan yang 

disampaikan oleh mediator akan lebih mudah diterima oleh pihak yang 

pendidikannya tinggi, hal itu berdasarkan pengalaman mereka dalam 

mediasi bahwa pihak yang berpendidikan tinggi lebih mudah untuk 

diajak berkomunikasi dan berdiskusi dalam mencari penyelesaian 

persoalan yang mereka hadapi, sementara sebaliknya pihak yang 

pendidikannya rendah cenderung pasif dalam proses mediasi dan 

menghindari proses mediasi. 

Kemudian menurut subjek N dan MA faktor pekerjaan juga 

berpengaruh dalam proses mediasi, menurut mereka pihak yang latar 

belakang pekerjaannya adalah berada dilapangan cenderung memiliki 
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kondisi emosional yang tidak stabil, sehingga informan tidak dapat 

berkomunikasi secara efektif dengan pihak yang bersengketa dan tidak 

dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak dalam masalah yang 

mereka hadapi. Langkah tersebut merupakan strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh mediator agar komunikasi yang dilakukan berjalan 

efektif, sesuai peran seorang mediator sebagai fasilitator dalam 

menjembatani pertukaran informasi dan persepsi dalam menyelesaikan 

persoalan- persoalan kedua pihak yang bersengketa. 

2) Pembawaan Santai 

Ketika berhadapan dengan para pihak hendaknya sikap yang 

ditampilkan ketika menjadi seorang mediator adalah sikap santai. 

Seperti yang disampaikan oleh subjek P dan M, bahwa ketika berada di 

dalam ruang mediasi hendaknya suasana tidak boleh tegang, para pihak 

harus dibuat relax agar mereka bisa terbuka dalam memberikan 

keterangan terkait permasalahan yang dihadapi. Subjek menambahkan 

bahwa ketika berhadapan dengan para pihak, pakaian yang digunakan 

pun pakaian yang tidak menggunakan atribut. Hal ini bertujuan agar 

para pihak dan mediator bisa berbaur layaknya masyarakat biasa tanpa 

memandang jabatan dan kedudukan. Pembawaan santai  berarti  tidak 

meremehkan atau menghina perkataan para pihak yang sedang 

dimediasi. Netral dalam hal ini berarti tidak memihak pada salah satu 

pihak yang sedang berselisih. 

3) Penggunaan Bahasa Lokal 



120 

 

 

 

 

 

Meninjau dari segi kemanfaatan hukum, penggunaan bahasa lokal 

sebagai alat komunikasi hakim mediator pada saat mediasi di 

Pengadilan Agama Palangka Raya sangat membantu dalam berinteraksi 

dengan para pihak. Strategi yang digunakan oleh hakim mediator 

Pengadilan Agama Palangka Raya semata-mata untuk menjaga 

stabilitas dan kemudahan berkomunikasi dengan para pihak. 

Penggunaan bahasa lokal selain membantu mediator menemukan titik 

permasalahan juga membantu para pihak dari segi keterbatasan bahasa. 

Setelah peneliti uraikan strategi pencapaian seorang hakim mediator 

dalam melakukan sebuah mediasi baik dari strategi dalam berkomunikasi 

maupun strategi tutur, maka dalam menguatkan pendapat peneliti 

selanjutnya mengaitkan ke dalam teori kepastian hukum terkait strategi 

hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai berikut: 

a. Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum 

Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus 

sesuai dengan tujuan dasar dari suatu Pengadilan, mengandung kepastian 

hukum sebagai berikut: pertama, melakukan solusi autoritatif, artinya 

memberikan jalan keluar dari m asalah hukum yang dihadapi oleh para 

pihak (penggugat dan tergugat); kedua, efesiensi, artinya dalam 

prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan; ketiga, sesuai dengan 

tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim 

tersebut; keempat, mengandung aspek stabilitas yang dapat memberikan 

rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; kelima, mengandung 



121 

 

 

 

 

 

eguality yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang 

berperkara.
114

 

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang 

bertentangan, hukum harus di buat dengan rumusan yang bisa dimengerti 

oleh masyarakat umum. Kepastian hukum akan mengarahkan kepada 

masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah 

ditetukan. 

Seperti halnya strategi yang dimiliki oleh Hakim Mediator 

Pengadilan Agama Palangka Raya yang mana dalam menyelesaikan 

suatu proses mediasi harus memiliki peran dalam menemukan hukum 

yang tepat. Dalam mengambil peran, hakim mediator Pengadilan Agama 

Palangka Raya tentunya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja, 

sebab kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara jelas 

sehingga hakim mediator dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum tidak 

tertulis yang hidup dalam masyarakat. 

Peneliti berkesimpulan bahwa strategi hakim tersebut merupakan 

bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan 

yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian 

Hukum yang dituangkan dalam strategi hakim mediator dalam 

melakukan proses mediasi didasarkan pada fakta-fakta persidangan. 

Proses perselisihan yang berkepanjangan oleh kedua belah pihak 

menuntut seorang hakim mediator untuk menafsirkan makna undang-
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undang dan peraturan lain dalam mencari solusi keberhasilan sebuah 

mediasi. Keberhasilan sebuah mediasi yang mengandung unsur kepastian 

hukum akan memberikan dampak besar bagi Pengadilan, dimana 

Pengadilan  menjadi wadah menyambung tali silaturahmi rumah tangga 

yang harmonis. 

b. Ditinjau dari Teori Kemanfaatan 

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan 

hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan 

bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan 

atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
115

  

Seperti halnya strategi hakim mediator di Pengadilan Agama 

Palangka Raya yang memberikan dampak manfaat yang luar biasa 

kepada kedua belah pihak. Hakim Mediator di Pengadilan Agama 

Palangka Raya tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, akan 

tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pasangan atau para pihak di 

eksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan atau dampak 

besar terhadap kelanjutan hubungan dari para pihak dan kemanfaatan 

kepada masyarakat pada umumnya. Asas kemanfaatan daru keputusan 

yang dikeluarkan oleh seorang hakim mediator pada dasarnya bertempat 

diantara keadilan dan kepastian hukum. Hakim mediator lebih menilai 
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kepada tujuan dan kegunaan dari hukum itu untuk kepentingan 

masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

1. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari dua, 

pertama proses mediasi dilaksanakan selama dua sampai tiga kali 

pertemuan. Tujuannya untuk agar proses mediasi berjalan maksimal serta 

menemukan hasil yang cepat dari kedua belah pihak serta menghindari 

penumpukan perkara.  Kedua pada saat mediasi berlangsung para pihak 

tidak diperkenankan untuk membawa kuasa hukum, hal ini untuk 

menghindari adanya campur tangan atau bisikan yang dapat merusak 

suasana dalam mediasi. 

2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama 

Palangka Raya diantara adalah, faktor para pihak, faktor psikologi, faktor 

penegak hukum dan faktor budaya. Dari beberapa faktor tersebut sinergitas 

antara faktor penegak hukum dan budaya menjadi hal yang paling 

berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka 

Raya.  Faktor faktor keberhasilan mediasi tersebut sudah sepatutnya untuk 

dijadikan pegangan bagi semua hakim mediator untuk mengedepankan 

tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu sengketa, khususnya 

perceraian.  

3. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan 

Agama Palangka Raya dalam menentukan keberhasilan sebuah mediasi 

diantaranya adalah strategi mengenal para pihak, pembawaan santai, serta 
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penggunaan bahasa lokal. Penggunaan bahasa lokal sangat penting dalam 

berinteraksi agar terjalin komunikasi yang baik antara para pihak dengan 

hakim mediator. 

B. Rekomendasi 

Adapun Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan: 

1. Pengadilan Agama Palangka Raya agar kedepannya menambah sarana dan 

prasarana yang ada di ruang Mediasi contohnya untuk ruangan diberikan 

nuansa yang penuh artistic dengan romansa cinta yang indah yang 

diharapkan dapat membangun kembali benih-benih cinta serta menyatukan 

kembali dua insan dalam kasih.  

2. Bagi para hakim mediator hendaknya lebih mengutamakan penyelesaian 

dengan jalan damai, baik di ruang mediasi maupun di luar ruangan mediasi 

sebagai upaya mengembalikan harmonisasi keluarga yang bersengketa. 

3. Penguasaan bahasa lokal bagi hakim mediator sangat diperlukan guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pihak yang memiliki 

keterbatasan dalam bahasa Indonesia. 
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